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 Skripsi yang berjudul “Implementasi Jaminan Mudharib Terhadap Risiko 
Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri  Area Malang” ini merupakan 
hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
implementasi jaminan mudharib pada pembiayaan mudharabah di Bank Mandiri Syariah 
Area Malang dan bagaimana analisis jaminan mudharib terhadap risiko pembiayaan 
mudharabah di bank Mandiri Syariah Area Malang.  
 Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan responden karyawan PT. Bank 
Mandiri Syariah Kantor Area Malang dan pengumpulan data sekunder. Penulis 
mewawancarai Bapak Mohammad sauwaha bagia AFO dan ibu fatimah Al Hamid bagian 
General Support. Lokasi penelitian berada di Malang.  
Data yang diperoleh adalah dalam akad pembiayaan mudharabah terdapat 2 
pembiayaan yaitu pembiayaan small banking dan warung mikro. Dalam masing-masing 
pembiayaan yang mana small banking pembiayaan yang diberikan senilai 100 juta sampai 
1.5 M, sedangkan warung mikro pembiayaan yang diberikan tidak lebih dari 100 juta. 
Dalam pembiayaan mudharabah sebelum bank memberikan pembiayaan, bank 
menerapkan beberapa syarat untuk pembiayaan mudharabah  dan juga menerapkan 
adanya penyertaan jaminan didalam pembiayaan mudharabah. Jaminan yang diterapkan 
oleh Bank Mandiri Syariah Area Malang lebih besar dari nilai pokoknya yaitu 120%. 
Adapun risiko yang sering terjadi adalah dari pihak nasabah. Penyebab penurunan dalam 
pembayaran yaitu disebabkan oleh nasabah yang mengutamakan kebutuhan nasabah 
daripada membayar kewajiban kepada bank. Contohnya adalah nasabah yang sakit 
sehingga pembayaran kewajiban kepada bank menjadi turun sebab nasabah mengalami 
musibah. Karena alasan-alasan yang bisa diterima oleh pihak bank kemudian pihak bank 
akan melakukan reschedule ulang pembayaran nasabah sesuai dengan kemampuan 
nasabah. Reschedule ulang ini berlaku apabila nasabah masih mendapatkan income dalam 
usaha yang dijalankannya. Namun apabila nasabah tetap tidak bisa membayar 
kewajibanya maka eksekusi jaminan akan dilakukan dengan cara melelang barang 
jaminan sesuai dengan nilai pasar atay nilai likuiditas. Setelah barang jaminan dieksekusi 
dan terdapat sisa maka sisa atau lebihan dari barang jaminan akan dikembalikan kepada 
pihak nasabah. 
 Kesimpulan dari penelitian adalah Bank mandiri syariah menerapkan jaminan 
dalam pembiayaan mudharabah. Jaminan yang diterapkan oleh bank mandiri syariah 
yaitu senilai 120% karena biaya untuk pengeksekusian di tanggung oleh nasabah. 
Jaminan nasabah dieksekusi apabila nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran 
kewajiban, setelah nasabah diberikan solusi oleh pihak bank. Dengan diterapkannya 
jaminan akan mengurangi praktik curang yang dilakukan oleh nasabah dan untuk 
menjaga kepercayaan demi kemaslahatan bersama. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak terlepas dari pembangunan 
infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya. Faktor penting dalam 
pembangunan suatu negara  adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat 
dan stabil, demikian dengan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur yakni sistem 
moneter, sistem perbankan, sistem lembaga keuangan bukan bank. Perkembangan yang 
semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga 
keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi 
yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan, oleh sebab itu peran perbankan 
dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negarapun yang tidak memanfaatkan 
lembaga keuangan, lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi 
kebutuhan dana bagi pihak yang defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan 
memperluas suatu usaha atau bisnis.  
Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga untuk memperlancar infrastruktur 
apabila terjadi kesenjangan pendapatan lebih sedikit dari pada pengeluaran. Sejak 
terjadinya keterpurukan pada tahun 1997 ekonomi indonesia sudah mulai bangkit.1 
Tentunya dengan perkembangan  perekonomian yang sudah mulai stabil salah satu yang 
mendukung mobilitas perekonomian adalah sistem perbankan yang merupakan suatu 
lembaga keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediate atau perantara keuangan 
dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. 
Lembaga perbankan di indonesia ini terbagi dalam dua jenis yakni yang bersifat 
                                                          
1 Machmud dan Rukmana, Bank Syariah Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta: 
Erlangga,2010), 6 


































konvensional dan syariah. Terdapat perbedaan dalam lembaga keuangan perbankan 
tersebut dalam hal pembagian laba jika dalam bank konvensional memakai (Interest Base 
Banking System) atau dikenal sebagai sistem bunga sedangkan bank syariah memakai 
(Sharing System) atau dikenal sebagai sistem bagi hasil. Sebagai bagian dari industri 
perbankan nasional, bank syariah mandiri merupakan salah satu dari sedikit yang mampu 
survive ditengah krisis.  
Sejak terjadinya krisis ekonomi seperti banyak sekali bank-bank konvensional 
yang tutup justru bank syariah banyak diminati karena bank syariah tidak terganggu 
dengan adanya krisis ekonomi tersebut.  Dulu banyak sekali yang meragukan dengan 
bank syariah, namun dengan sistem keuangan yang diterapkan oleh perbankan syariah  
yakni bagi hasil. Bagi hasil ditetapkan setelah bulan berjalan yaitu setelah diketahui 
berapa hasil yang didapat. 
Bank berdasarkan prinsip syariah seperti bank konvensional juga berfungsi 
sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan 
meyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk fasilitas 
pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dan 
kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk 
pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada 
pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk 
pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat 
kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban 
untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya sesuai dengan jangka waktu 
yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.2 Salah satu kegiatan utama dan menjadi 
sumber utama pendapatan bagi bank syariah. Bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip 
                                                          
2 Ismail, Perbankan Syariah. (Jakarta: Kencana Prenada media Group), 105 


































syariah antara lain3 adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah) 
perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, dimana keuntungan 
dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, dan kerugian ditanggung oleh 
pemilik modal selama bukan kelalaian dari pihak pengelola modal. Pembiayaan 
berdasarkan penyertaan modal (Musyarakah) Kerjasama antara dua orang atau lebih 
dalam suatu usaha yang masing-masing pihak berhak atas keuntungan yang didapat 
sesuai modal porsi yang dikeluarkan. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh 
keuntungan (Murabahah) perjanjian atara pihak bank dengan pihak nasabah, dimana 
pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjualnya ke nasabah  
dengan adanya penambahan keuntungan sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak diawali perjanjian. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 
tanpa pilihan (Ijarah) perjanjian pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan 
adanya biaya sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan dari barang tersebut. Jaminan 
yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak 
kedua (Kafalah). Pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara 
pembayaran dilakukan dimuka (Salam). Pengalihan barang (Hawalah). Dan pemberian 
harta kepada oranglain agar dapat ditagih dan diminta kembali (Qard).  
Bagi bank syariah, pembiayaan dengan Akad Mudharabah adalah sebagai salah 
satu bentuk penyaluran dana dan pemerolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai 
pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan 
Mudharabah adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan 
dengan bank. Dalam transaksi pembiayaan dengan Akad Mudharabah ini, bagi bank 
memiliki risiko-risiko, antara lain risiko pembiayaaan (credit risk) yang disebabkan oleh 
nasabah melakukan wanprestasi atau default, risiko pasar yang disebabkan oleh 
                                                          
3 http://www.syariahbank.com/prinsip-bank-syariah/ 


































pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam 
valuta asing, risiko operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain 
pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan atau penyuapan, 
ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi, dan markup 
dalam akuntansi atau pencatatan maupun pelaporan.4 
Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah 
sebagai sahib al-mal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, 
di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan 
usahanya. Hasil usaha atas pembiyaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan 
nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.5 Dalam 
pembiayaan mudharabah terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama, 
yaitu: 
1. Bank syariah. 
Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang 
memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut 
dengan shahibul maal. 
2. Nasabah atau Pengusaha. 
Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh 
bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah 
dalam akad mudharabah disebut dengan mudharib.  
Bank memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar 
kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. 
Kepercayaan merupakan unsur penting dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah 
                                                          
4 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2012)  
5 Karnaen Perwataadmaja, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 
1992), 33 


































tidak ikut campur dalam menjalankan usaha nasabah yang telah di beri modal 100% pada 
bank syariah. Bank syariah hanya memberikan saran kepada nasabah dalam menjalankan 
usaha agar mendapat keuntungan, maka bank syariah akan mendapat keuntungan dari 
bagi hasil yang diterima. Kemudian apabila nasabah gagal maka kerugian sepenuhnya 
ditanggung oleh shahibul maal.  Mudharib tidak menanggung kerugian sama sekali atau 
tidak ada kewajiban bagi mudharib untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan 
usaha yang dijalankan. Kecuali apabia mudharib lalai atau adanya unsur kesengajaan 
maka semua kerugian mudharib yang menanggung. 
Dalam literatur fiqh, mudharabah berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al-
amanah) yang merupakan tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. 
Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.6 
Masalah yang timbul kemudian adalah dalam pengajuan pembiayaan 
mudharabah di Bank Syariah, dalam penyaluran pembiayaan diperlukan adanya jaminan 
atau agunan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, tetapi 
untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan bank syariah dapat 
meminta jaminan. Namun bagi masyarakat kalangan bawah dan menengah masih sulit 
melakukan pinjaman dengan adanya jaminan tersebut. Untuk itulah penulis merasa perlu 
untuk membahas mengenai bagaimana implementasi jaminan pada akad mudharabah ini. 
“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika 
memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya 
tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak 
yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan ini, maka yang bersangkutan 
bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat ini kepada 
Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani) 
                                                          
6 Ahmad Rodoni. Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Bestari buana Murni, 2008), 28 


































Pada Prinsipnya dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 pada 
pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari 
mudharabah, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan 
mudharib, maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila 
mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup 
kerugian atas kelalaian mudharib. Pada dasarnya apabila jaminan diperbolehkan dalam 
kondisi dan situasi tertentu, shahibul maal dapat meminta agunan sebagai jaminan modal 
mudharabah dari mudharib, maka tentunya dia juga dapat menyita agunan tersebut bila 
berbentuk barang, atau meminta pertanggung jawaban dari pemberi surat rekomendasi 
(memo) untuk mengganti kerugian akibat kesalahan mudharib.7 
Menjamin barang-barang yang tidak mengandung risiko biaya perawatan dan 
tidak menimbulkan manfaat, seperti menjadikan bukti pemilikan bukan barangnya, 
sebagaimana yang berkembang sekarang saat ini agaknya lebih baik untuk 
menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan risiko dan 
manfaat barang jaminan. Pihak yang berhutang menjaga amanah atas pelunasan hutang, 
sedangkan pihak pemegang jaminan bersikap amanah atas barang yang dipercayakan 
sebagai jaminan.8 
Bank Islam mengambil banyak langkah untuk memastikan bahwa modal yang 
disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal ini diberikan kepada bank pada 
saat yang ditetapkan dalam kontrak. Meskipun fiqih tidak mengizinkan investor untuk 
menuntut jaminan dari mudharib, bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta 
beragam bentuk jaminan. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk 
                                                          
7 Bank Muamalat, Konsep al-Mudharabah, (Jakarta: Grup Rekayasa Bisnis), 27 
8 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalat kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 179 


































memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai 
dengan syarat-syarat kontrak. International Islamic Bank for Investment and 
Development mempersyaratkan bagi pemohon pembiayaan mudharabah untuk 
menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Salah satu klausul 
dalam kontrak mudharabah pada Faisal Islamic Bank of Egypt adalah “jika terbukti 
bahwa mudharib menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-
barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka 
mudharib harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti 
kerugian semacam ini.” Dalam kejadian yang mudharib bertanggung jawab atas kerugian 
seperti ini, penjamin diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada bank. Jika yang 
diberikan oleh penjamin belum mencukupi, maka mudharib harus memberikan jaminan 
tambahan dalam jangka waktu tertentu.9 
Di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu “Agunan adalah jaminan 
tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan 
oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS guna menjamin pelunasan 
kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”. Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah 
sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan 
keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai 
dengan uang yang timbul dari suatu perikatan10.  
Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian 
hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/ pinjaman/kredit yang ia berikan kepada 
debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila 
                                                          
9 Saeed Abdullah, Menyoal Bank Syariah, (Jakarta: paramadina 2004), 86 
10 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, 
(Yogyakarta:Liberty, ctk.ke-1 1984), 50 


































perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jaminan harus 
lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit berikut bunga yang diberikan oleh 
kreditur, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu 
dapat menutup (meng-cover) pinjaman dan bunga yang kreditur berikan11. Jaminan dalam 
hukum positif dibedakan menjadi dua macam, yaitu12:  
1. Jaminan yang bersifat kebendaan (materiil); jaminan kebendaan memberikan hak 
mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan 
mengikuti benda yang bersangkutan. 
2. Jaminan yang bersifat perorangan (immateriil); jaminan perorangan tidak 
memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh 
harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan 
yang bersangkutan.  
Macam-macam jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah: 
1. Gadai 
2. Jaminan Fidusia; 
3. Hak tanggungan; 
4. Hipotek atas Kapal Laut. 
Disamping jaminan, masih ada alat-alat lain yang dapat digunakan oleh bank 
Islam untuk keamanan dana-dana modalnya. Mudharib harus menyerahkan laporan-
laporan perkembangan berkala tentang kinerja umum mudharabah maupun tentang arus 
kas. Ia juga diwajibkan untuk selalu melakukan pencatatan atas keuangan yang terkait 
dengan kontrak, dan mengizinkan perwakilan bank untuk melakukan inventarisasi di toko 
                                                          
11 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada,2004), 28-29 
12 Ibid., 23  


































dan gudangnya kapanpun tanpa boleh ada keberatan darinya. Kepada bank, ia harus 
memberikan pernyataan neraca, perhitungan laba dan rugi, dan laporan-laporan 
perkembangan berkala terkait dengan pengelolaan barang-barang untuk memastikan 
bahwa barang-barang tersebut digunakan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam 
kontrak. Sedikit saja keterlambatan dalam menyerahkan pernyataan neraca atau laporan 
kemajuan berkala akan beraakibat pada pengurangan bagian-laba mudharib  sebanding 
dengan jangka waktu keterlambatannya. 
Jika mudharib tidak dapat mencapai arus kas yang diproyeksikan atau 
pendapatan yang dapat dibagikan, maka bank sendiri bisa mengambil-alih manajemen 
proyek tersebut. Bank bisa juga menuntut pembekuan mudharabah jika dilihat oleh bank 
bahwa tidak ada untungnya melanjutkan kontrak atau jika mudharib telah melanggar 
klausul kontrak. Hal ini dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu ada satupun peringatan 
atau proses hukum. 
Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah 
mengenai jaminan yang ditangguhkan kepada mudharib dalam sebuah karya ilmiah 
berupa skripsi dengan judul “Implementasi Pembebanan Jaminan Mudharib 
terhadap risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Area Malang” 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Implimentasi pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri. 
2. Penerapan jaminan pada pembiayaan mudharabah di bank syariah area malang. 
3. Manajemen risiko pada Bank Syariah Area Malang. 


































4. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah 
Mandiri Area Malang. 
Agar dalam pembahasan tulisan ini sesuai dengan  sasaran yang diinginkan, maka 
penulis memberi batasan masalah. Pada batasan masalah penulis mengambil produk 
pembiayaan mudharabah pada Bank Mandiri Syariah Area Malang sebagai bahan 
penelitian dari segi jaminan mudharib. Dibebankannya jaminan kepada mudharib yaitu 
untuk menghindari terjadinya penyimpangan.  
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di awal dapat ditetapkan rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Implementasi jaminan mudharib pada pembiayaan mudharabah di 
BSM Area Malang ? 
2. Bagaimana Analisis jaminan mudharib terhadap resiko pembiayaan mudharabah 
di Bank Syariah Mandiri Area Malang ? 
D. Kajian Pustaka 
Setelah mengajukan judul skripsi dapat disimpulkan bahwa belum ada judul 
skripsi tahun sebelumnya yang membahas mengenai Implementasi Pembebanan jaminan 
mudharib terhadap risiko pembiayaan mudharabah pada pustaka skripsi UIN Sunan 
Ampel Surabaya. Pada penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin menjadi dasar 
penelitian ini yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam kajian pustaka adalah sebagai 
berikut:  


































1. Penelitian Taufiqul Hulam dengan judul “Jaminan dalam Transaksi Akad 
Mudharabah Pada Bank Syariah”.13 Dalam jurnal ini membahas mengenai tujuan 
adanya jaminan dalam akad mudharabah, hal ini dilakukan karena untuk 
menghindari adanya praktik-praktik curang hingga mudharib dibebani dengan 
jaminan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah 
Nasional. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah 
sama-sama membahas tentang jaminan mudharabah. Perbedaanya dengan 
penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah jika penelitian yang akan 
dilakukan, membahas mengenai implementasi atau penerapan pembebanan 
jaminan yang dilakukan sahibul maal kepada mudharib guna mencegah risiko 
yang akan terjadi. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tujuan dari 
pembebanan jaminan 
2. Penelitian Siti Nur Lailatul Mahmudah,14 dengan judul “Fungsi Jaminan dalam 
Pembiayaan Mudharabah (Studi pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua). Pada 
skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum islam mengenai penyertaan 
jaminan. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut pandangan ahli fikih, 
sebenarnya mudharabah tidak diperkenankan untuk menyertakan jaminan. 
Namun, pada kenyataannya kondisi kemasyarakatan yang ada pada saat ini dan 
adanya beragam risiko maka mudharib diminta untuk menyertakan jaminan. Hal 
ini untuk mencegah adanya risiko-risiko yang akan terjadi. Persamaan dari skripsi 
yang akan dibahas sekarang adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan 
mudharabah dengan penyertaan jaminan. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini 
dan skripsi yang akan diteliti sekarang adalah jika skripsi ini lebih fokus 
                                                          
13 Taufiqul Hulam, “Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah”, 
Mimbar Hukum : Vol 22, No. 3 (Oktober 2010), 521.  
14 Siti lailatul mahmudah, “Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (studi pada LKS 
Berkah Madani Kelapa Dua)” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2008). 


































membahas tentang pandangan hukum islam pada pembiayaan mudharabah yang 
disertai adanya jaminan. sedangkan pada skripsi yang akan diteliti sekarang 
adalah lebih berfokus pada manajemen risiko yang akan terjadi kepada shahibul 
maal berkenaan dengan pembiayaan yang telah diberikan dengan disertai 
pembebanan jaminan kepada mudharib.  
3. Penelitian Hindayanti dengan judul Perbandingan Konsep dan Implementasi  
Jaminan pada Akad pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah 
Mandiri Cabang Warung Buncit.15 Pada skripsi ini membahas mengenai 
pandangan para ulama mengenai kedudukan jaminan pada akad mudharabah dan 
musyarakah. Dan juga membahas tentang konsep dan implementasi jaminan pada 
akad mudharabah dan musyarakah sudah sesuai dengan prinsip jaminan. 
Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi 
jaminan pada akad mudharabah. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian 
yang akan diteliti membahas hanya membahas tentang implementasi pembebanan 
jaminan terhadap risiko pembiayaan mudharabah dan tidak membahas tentang 
akad musyarakah dan konsep jaminan pada pembiayaan mudharabah.  
4. Penelitian Friyanto dengan judul Pembiayaan Mudharabah, risiko dan 
penanganannya (Studi kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang).16 
Dalam penelitian ini membahas mengenai Analisis Resiko pada Pembiayaan 
Mudharabah yang didalamnya berisi tujuan untuk memahami dan 
meminimalisasi risiko serta memahami alternatif solusi. Persamaan pada 
penelitiaan ini adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan mudharabah. 
                                                          
15 Hindayati, “Perbandingan Konsep dan implementasi Jaminan pada Akad Pembiayaan 
Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit” (Skripsi – UIN 
Syarif Hidayatullah, 2011). 
16 Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, risiko dan penangananya (Studi Kasus pada Bank BTN 
Kantor Cabang Syariah Malang)” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan : Vol 15, No. 2 
(September 2013)113-122. 


































Perbedaan dari penelitian ini jika pada penelitian ini hanya membahas tentang 
risiko dan penanganan dalam pembiayaan mudhrabah, sedangkan pada penelitian 
yang akan diteliti saat ini lebih berfokus pada implementasi pembebanan jaminan 
mudharib terhadap risiko pembiayaan mudharabah. 
5. Penelitian Shofie Alfiani Zulfa dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Jaminan dan Pelelangan dalam Pembiayaan Musharakah (Studi Kasus di BMT 
An-Nur Rewwin Kec. Waru Kab. Sidoarjo).17 Dalam penelitian ini membahas 
mengenai bagaimana praktik terhadap jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan 
musyarakah dan tinjauan hukum islam mengenai jaminan dan pelelangan dalam 
pembiayaan musyarakah. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang 
akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai pembebanan jaminan 
dalam suatu pembiayaan. Perbedaannya peneliti yang akan dilakukan membahas 
mengenai pembiayaan mudharabah namun penelitian ini membahas mengenai 
pembiyaan musyarakah. 
6. Penelitian Resti Zulhilma dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap 
Pemanfaatan Barang Jaminan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Penyengat 
Kecamatan TanjungPinang Kota Kepulauan Riau.18 Dalam penelitian ini 
membahas mengenai bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan dengan 
sistim bagi hasil di desa penyengat kecamatan TanjungPinang Kota Kepulauan 
Riau, dan yang kedua bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik 
pemanfaatan barang jaminan dengan sistem bagi hasil di Desa Penyengat 
Kecamatan TanjungPinang Kota Kepulauan Riau. Persamaan dengan penilitian 
                                                          
17 Shofie Alfiani Zulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dan Pelelangan dalam 
Pembiayaan Musharakah (Studi Kasus di BMT An-Nur Rewwin Kec. Waru Kab. Sidoarjo)” 
(Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).  
18  Resti Zulhilma “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan dengan Sistem 
Bagi Hasil di Desa Penyengat kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau” (Skripsi – UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 2016).  


































yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai jaminan pada sistem 
bagi hasil, kalau penilitian yang akan diteliti lebih rinci kepada sistim bagi hasil 
yaitu mudharabah. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah 
penelitian yang akan diteliti tidak membahas mengenai analisis hukum islam 
terhadap pemanfaatan barang jaminan dengan sistim bagi hasil. 
7. Penelitian Rizqi Yuniar Barik dengan judul Strategi Manajemen Risiko Linkage 
Program pola Executing Akad Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Cabang Darmo.19 Penelitian ini membahas mengenai bagaimana 
implementasi pembiayaan lingkage program pola executing akad mudharabah di 
bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo, serta bagaimana strategi 
manajemen risiko untuk memitigasi risiko yang muncul dari pembiayaan 
tersebut. 
E. Tujuan Penelitian 
Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini, penulisan 
bertujuan untuk: 
1. Mengetahui implementasi jaminan mudharib pada pembiayaan mudharabah di 
BSM Area Malang. 
2. Mengetahui Analisis jaminan mudharib terhadap resiko pembiayaan mudharabah 
di Bank Syariah Mandiri Area Malang  
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
1. Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku 
bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negri Sunan Ampel 
                                                          
19 Rizqi Yuniar Barik “Strategi Manajemen Risiko Lingkagee Program pola Executing Akad 
Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo” (Skripsi – UIN Sunan 
Ampel Surabaya, 2016). 


































Surabaya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi 
ekonomi Syariah. 
2. Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti 
bagi Lembaga Perbankan, khususnya Perbankan Syariah dan sekaligus dapat 
memberikan penjelasan tentang Implementasi pembebanan jaminan dalam 
pembiayaan mudharabah. 
3. Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaaat bagi masyarakat, 
khususnya para nasabah untuk selalu menyertakan jaminan dalam rangka 
mendapatkan pembiayaan mudharabah di Bank Mandiri Syariah Area Malang. 
G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, perlu adanya definisi 
operasional yang jelas untuk menghindari kesalah pahaman sehubungan dengan judul 
diatas, yaitu: 
1. Jaminan 
Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun 
benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah 
dan/atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”. 
Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada 
kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan 
menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan 
uang yang timbul dari suatu perikatan.20 
 
 
                                                          
20 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan,..50. 


































2. Pembiayaan Mudharabah 
Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank 
syariah sebagai sahib al-mal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan 
kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100 % dan nasabah 
menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi 
antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati 
pada saat akad. 21 
3. Manajemen Risiko  
Perbankan syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito 
berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah dan menyalurkannya kembali 
dalam bentuk pembiayaan tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktu-waktu 
dapat menyebabkan kerugian bank. Hal ini terjadi karena dalam praktik 
operasional perbankan selalu terjadi trade offantara service and risk.22  
Dalam menghadapi berbagai risiko perbankan tersebut. Maka perbankan, 
termasuk perbankan syariah diwajibkan menerapkan manajemen risiko sebagai 
Iplementatif dari prinsip kehati-hatian sebagaimana diwajibkan oleh Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998. Bagi perbankan syariah, secara khusus kewajiban 
pengelolaan risiko (risk management) ini mendapatkan pengatur dalam ketentuan 
pasal 38 sampai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.  
Penjelasan atas Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
memberikan pengertian yang dimaksud manajemen risiko adalah serangkaian 
prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, 
                                                          
21 Ismail, Perbankan...,168.  
22 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008), 
(Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 94. 


































mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha 
bank.23 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 
2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan 
nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan adalah 
risiko konsentrasi, yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan 
dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan/atau area 
geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat 
mengancam kelangsungan usaha bank. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari 
aktivitas bank, antara lain aktivitas penyaluran dana bank baik on balance-sheet 
maupun off-balance-sheet24 
 
4. Bank Syariah Mandiri Area Malang 
Bank Mandiri Syariah merupakan perbankan syariah yang terbesar di 
Indonesia dan mampu mendorong masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank Syariah 
Mandiri Area Malang terletak di Jalan Letjen Sutoyo No. 77B Malang. Lokasi ini 





                                                          
23 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika. 
2014), 305.  
24 Rizqullah et al, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2015), 74  


































H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini 
bersifat kualitatif. Karena penulis ingin mendalami mengenai jaminan yang 
diterapkan pada pembiayaan mudharabah guna meminimalisasikan risiko. 
2. Proses Pengumpulan  Data 
Proses pengumpulan data dilakukan penulis untuk menghasilkan litatif 
menggunakan data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data Primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari Bank Syariah 
Mandiri Area Malang. Untuk memperoleh data primer ini, penulis 
mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang telah ditumjuk 
oleh Bank Syariah Mandiri Area Malang. 
b. Data Sekunder 
Dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian 
kepustakaan (library research dari buku, artikel, dan karya ilmiah yang 
berkaitan dengan penelitian) 
3. Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian 
Subjek pada penelitian ini adalah Bapak Mohammad Sauwaha jabatan 
LPD ( Loan Processing and Document ) Unit kerja AFO (Area Financing 
Operation).  Objek pada penelitian ini dalah pada Bank Syariah Mandiri Area 
Malang. Penelitian ini bertempat di Jalan Letjen Sutoyo No. 77B, kel. 
Lowokwaru kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur. 
 


































4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka menyusun dan mengumpulkan bahan skripsi ini, penulis 
menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu  
a. Penelitian Kepustakaan  
Untuk menambah referensi serta kekayaan literatur, penelitian ini 
mengkaji lebih dalam literatur yang ada, baik berupa buku, catatan, 
maupun laporan hasil penelitian terdahulu. 
b. Penelitian Lapangan 
Penulis juga langsung terjun ke lapangan penelitian untuk 
mendapatkan data hasil pengamatan lapangan atau informasi dari 
responden. Dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode 
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 
suatu pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang. 
Adapun teknik penulisan, penulis merujuk kepada sistem penulisan skripsi 
yang terdapat di dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya 2014. 
5. Teknik Analisa Data 
Analisa dapat dilakukan setelah pengumpulan data dianggap selesai. 
Pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data. Langkah berikutnya 
mengelompokkan data dan mengategorikan data sesuai dengan pedoman yang 






































I. Sistematika Pembahasan 
Penulisan ini disusun bab demi bab yang menunjukan bagaimana implementasi 
pembebanan jaminan mudharib terhadap risiko pembiayaan mudharabah di Bank Mandiri 
Syariah Area Malang Jawa Timur.  
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan.  
Bab ke dua  merupakan tinjauan teoritis tentang jaminan dan resiko pembiayaan 
mudharabah. Bab ini membahas tentang pengertian jaminan, jaminan pada umumnya, 
jaminan menurut hukum islam, fungsi jaminan, pengertian dan landasan hukum 
mudharabah, rukun dan syarat akad mudharabah, macam-macam risiko pada pembiayaan 
mudharabah. 
Bab ke tiga merupakan profil mengenai LKS Bank Syariah Mandiri Area 
Malang. Mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, prinsip operasional, produk-
produk, dan jasa Bank Syariah Mandiri Area malang. Jenis pembiayaan Bank Mandiri 
Syariah, Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Malang, Manajemen Risiko 
pada Bank Mandiri Syariah, Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Mandiri 
Syariah Area Malang, manajemen risiko pembiayaan Mudharabah Bank Mandiri Syariah 
Area Malang.  
Bab ke empat memuat analisis tentang Implementasi Pembebanan Jaminan 
Mudharib terhadap Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Area 
Malang, Menganalisis mengenai Jaminan dan Risiko pada Pembiayaan Mudharabah. 


































Bab ke lima berisi penutup tentang kesimpulan-kesimpulan yang di ambil dari 










































JAMINAN MUDHARIB TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
A. Mudharabah  
1. Pengertian Mudharabah  
Mudharabah adalah akad musammah, yaitu akad yang telah disebutkan 
syara’ sendiri namanya, demikian pula aturan-aturannya secara umum. 
Mudharabah adalah akad kerja sama dalam perniagaan yang telah ada sebelum 
Nabi Muhammad s.a.w. diangkat menjadi rasul Allah. Kemusian, muamalah 
diadopsi oleh islam, karena mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan 
tujuan syari’at. Sebaliknya, muamalah mengandung unsur tolong-menolong dan 
saling melengkapi antara manusia yang satu dan lainnya.   
Mudharabah disebut juga al-qiradh. Secara istilah, dua kata itu 
mengandung arti yang sama. Qiradh telah ada sejak zaman jahiliyyah dan 
penghidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan dari praktik qiradh. Di antara 
mereka itu ada orangtua yang sudah tidak mampu bepergian, perempuan, anak 
kecil, anak yatim, orang yang mempunyai kesibukan, dan orang yang mau 
meniagakannya dengan keuntungan yang disepakati bersama. Kemudian, 
Rasulallah s.a.w menetapkan praktik ini dalam ajaran Islam, dan kaum muslimin 
pada saat itu melakukannya dengan penuh keyakinan.25 
Menurut an-Nawawi di dalam kitab ar-Raudhah IV/97, al-qiradh, al-
muqaradhah, dan al-mudharabah adalah satu makna, yaitu penyerahan harta 
(modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan (digolongkan), sedangkan 
keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal). 
                                                          
25 Ibnu Hazmin, Al-Muhalla, Jilid 8, Dar at-Turast, Kairo, tt., 247 


































Qiradh, dengan huruf Qaf yang dikasrahkan diambil dari kata al-qardhu yang 
artinya al-qat’u (potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya 
untuk diberikan kepada pengusaha agar menggolongkan harta tersebut, dan 
pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Qiradh bisa juga 
diambil dari kata muqaradhah yang berarti al-musaawah (kesamaan), sebab 
pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. 
Mudharabah adalah istilah yang biasa digunakan oleh Irak, sebagaimana 
orang Hijaz membahasakannya dengan kata al-qardhu.26 Menurut al-Mawardi, 
qiradh dan mudharabah adalah dua nama satu arti. Qiradh adalah bahasa 
penduduk kota Hijaz, sedangkan mudharabah adalah bahasa penduduk kota Irak. 
Secara istilah, para ulama mengartikan Mudharabah dengan redaksi yang 
berbeda. Akan tetapi, substansinya sama, yaitu suatu bentuk kerja sama antara 
pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) dengan 
pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Mudharabah adalah 
penyerahan harta dari pemilik modal/harta kepada pihak pengelola untuk 
digolongkan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah 
disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola 
tidak menanggung kerugian material karena telah menanggung kerugian lain 
berupa tenaga dan waktu.27 
  
                                                          
26 Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Jilid 9,Dar-ar-Fikr, 
Beirut, 1994, 101. 
27 Muhammad Asy-Syarbini, Mugni al-muhtaj, Juz II, 309 


































Ulama Fiqh membagi akad Mudharabah menjadi dua macam, Yaitu;  
1. Mudharabah Muthlaqah 
Penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Pengusaha 
bebas mengelolan modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan 
mendatangkan keuntungan dan di tempat mana saja yang dia inginkan. Dalam 
implementasinya, tidak diartikan dengan kebebasan yang tanpa batas, karena 
tetap harus memerhatikan syarat-syarat lain yang diperbolehkan dalam islam, 
misalnya tidak boleh membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam. 
Kelalaian dan kecurangan yang mungkin terjadi dari bentuk Mudharabah 
Muthlaqah mengharuskan mudharib  bertanggung jawab atas konsekuensi-
konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha itu, maka 
kerugian itu tidak menjadi beban perjanjian mudharabah yang bersangkutan.28 
2. Mudharabah Muqayyadah  
Penyerahan modan dengan syarat dan batasan tertentu. Pengusaha harus 
mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. 
Batasannya antara lain yaitu: 
a) Tempat dan cara berinvestasi. 
b) Jenis investasi. 
c) Objek investasi. 
d) Jangka waktu.29 
  
                                                          
28 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Alih bahasa: Ikhwan 
Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), 188 
29 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrut Hakim, 2003), 
86-87 


































2. Dasar hukum Mudharabah 
Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian 
merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah 
berlangsung pada masa sebelum Islam. Hal itu disebabkan praktik muamalah 
tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam. Selain itu, dalam praktik 
muamalah tersebut adalah mudharabah. Nabi Muhammad s.a.w. sendiri bekerja 
sebagai mudharib pada transaksi komersial jenis ini kepada Khadijah sebelum 
beliau diangkat secara resmi oleh Allah sebagai Rasul.30  
Mudharabah sebagai muamalah yang diperbolehkan dalam islam, dapat 
dilihat dalam firman Allah SWT dan sunah: 
1. QS. Al-Baqarah ayat 19831 
 ....ْمُكِّ ب َّر ْن ِّ م الًْضَف اُْوَغتَْبت َْنا ٌح َانُج ْمُكَْيلَع َسَْيل 
Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu... 
2. QS. Al-Baqarah ayat 283 
...ُهَّبَر َ َّللَّا ِّقََّتيْلَو َُهَتناََما َن ُِّمتْؤا ى ِّذَّلا ِّ دَُؤيَلف اضَْعب ْمُكُضَْعب َن َِّما ْنَِّاف... 
Artinya: ...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia 






                                                          
30 Abdurrahman Al-Zaziri, kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (jilid III, Dar al-Fikr, 
Beirut,1989), 61. 
31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : CV. Karya Utama, 2005),31 
32 Ibid..,49. 


































Adapun dalil yang menjadi dasar adanya mudharabah yang berasal dari as-
Sunah, yaitu  
1. Hadis Ibnu Abas ra 
 
 َُكلسَيَلَ َْنا ِّهِّب ِّحاَص َىلَع َطََرتْشِّا ةَبَراَضُم َلاَمْلا ََعَفد َاذِّا ِّبِّ لَطُْما ُنْب ُساََّبعْلا َاُندَّيَس َناَك ِّب َل ِّزَْني َلََو ,ا ارَْحب ِّهِّب َلََو ,ااي ِّداَو ِّه
 ُ َّللَّا ىَّلَص ِّ َّللَّا َلْوُسَر ُُهتْرَش ََغَلَبف ,َن ِّمَض َكَِّلذ َلََعف ْنَِّاف ,ٍَةبْطَرٍدِّبَك َتَاذ اةَّبَاد ِّهِّب َي َِّرتْشَي  ََجَاف َمَّلَسَو ِّهَْيلَع ُ َزا  
)سابع نبا نع طسولأا ىف يناربطلا ُاور( 
Artinya: adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan 
sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada 
mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni 
lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar 
syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. 
Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Nabi Muhammad 
s.a.w. lalu nabi muhammad s.a.w. membenarkannya. (HR. Ath –Thabrani). 
2. Hadits Ibnu Majah 
ةكربلا نهيف ةثلًث)هجام نبا( عيبلل لَ تيبلل ريعشلااب ربلا طلخو لجا ىلا عيبلاو ةضراقملا :  
Artinya: Tiga macam (bentuk usaha) yang didalamnya terdapat berkah: 
muqaradhah/mudharabah, jual-beli secara tangguh, mencampur gandum 
dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).  
 
Dengan adanya landasan hukum mengenai mudharabah ada dalam al-Qur’an 
juga Hadits Rasul. Para ulama sepakat membolehkan akad mudharabah 
digunakan dalam bermuamalah.  
Selain ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis di atas, kebolehan mudharabah juga 
didasarkan pada ijma. Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat menyerahkan 
(kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada 
seorangpun mengingkari mereka karena hal itu dipandang sebagai ijma. Sebagian 
ulama juga mendasarkan mudharabah ini dengan diqiyaskan pada transaksi 
musaqah.berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis dan ijma para sahabat mengenai 
mudharabah, tidak ada satupun dalil yang melarangnya, maka terhadap 


































mudharabah ini berlaku kaidah fiqh berikut: “pada dasarnya, semua bentuk 
muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”33 
3. Rukun dan Syarat Mudharabah 
Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun mudharabah terdiri atas: 





Adapun syarat-syarat Mudharabah adalah sebagai berikut: 
1. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang 
yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Pada 
satu sisi, posisi orang yang akan mengelolamodal adalah wakil dari 
pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga 
berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah. 
2. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas 
jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola 
modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut 
ulama fiqh tidak diperbolehkan karena sulit menentukan 
keuntungannya. 
3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian 
keuntungan hahrus jelas dan bagian masing-masing diambil dari 
                                                          
33 Abdurrahman Al-Zaziri, Kitab Al-Fiqhc’ala al-Madzahib al-Arba’ah, jilid III, (Dar al-Fikr, 
Beirut, 1986), 61. 


































keuntungan dagang, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. 
Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiah, 
akad itu fasid (rusak). Demikian pula halnya apabila pemilik modal 
mensyaratkan, bahwa kerugian ditanggung bersama. Menurut ulama 
Hanafiah, syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung 
sendiri oleh pemilik modal. 
4. Prinsip-prinsip Mudharabah 
1. Prinsip Berbagi Keuntungan di Antara Pihak-Pihak yang Melakukan 
Akad Mudharabah 
2. Prinsip Berbagi Kerugian di Antara Pihak-Pihak Yang Berakal 
3. Prinsip Kejelasan 
4. Prinsip Kepercayaan dan Amanah 
5. Prinsip Kehati-hatian 
5. Dasar hukum berupa perundangan  
 Dari segi kegiatan usaha, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, 
 bank syari’ah dimungkinkan untuk mengeluarkan produk atau melakukan 
 kegiatan usaha yang lebih luas. Selain melakukan aktivitas perbankan pada 
 umumnya, bank syari’ah juga dapat melaksanakan kegiatan pembiayaan yang 
 selama ini menjadi wilayah lembaga pembiayaan. Bank syari’ah yang akan 
 melakukan kegiatan pembiayaan dapat langsung berhubungan dengan nasabah, 
 berbeda halnya dengan bank konvensional yang harus menjalin kemitraan 
 (channeling) dulu dengan lembaga pembiayaan terkait, tidak bisa langsung 
 berhubungan dengan nasabah. Kelebihan ini diharapkan dapat membantu 
 pertumbuhan perbankan syari’ah di Indonesia. 


































Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 menjadikan bank syari’ah lebih leluasa lagi 
 melakukan kegiatan usahanya. Prinsip syari’ah yang menjadi pedoman menurut 
 UU ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatanperbankan berdasarkan fatwa 
 yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 
 fatwa di bidang syari’ah (pasal 1). Hal ini berarti, bahwa kegiatan usaha bank 
 syari’ah dapat dilakukan mengikuti perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan 
 masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam merespons tuntutan dan kebutuhan 
 masyarakat tersebut dilakukan melalui peran serta lembaga fatwa (dalam hal ini 
 DSN-MUI) untuk mengeluarkan fatwa sesuai tuntutan kebutuhan. 
Di antara produk penghimpun dan pembiayaan yang diatur dalam UU No.21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah adalah transaksi dengan prinsip bagi 
hasil menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Hal ini dikemukakan 
dalam pasal 1 berikut ini.34 
a) Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana 
berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 
ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan 
dengan itu.  
b) Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad 
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara 
Nasabah Penyimpan dan Bank Syari’ah dan/atau UUS.  
c) Giro adalah simpanan berdasarkan wadi’ah atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syari’ah yang penarikannya dapat dilakukan 
setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giri, sarana perintah 
pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. 
d) Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank 
syari’ah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dalam bentuk deposito, 
tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
e) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 
                                                          
34 http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-
21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx 


































musyarakah; b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa 
beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c) transaksi jual-beli 
dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d) transaksi 
pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e) transaksi sewa-
menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank syari’ah dan/atau UUS dan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas 
dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 
 Penjelasan nama-nama  akad dalam UU No. 21 tahun 2008 sebagai produk yang 
 dapat dioperasikan di bank syari’ah tersebut menjadikan instrumen-instrumen 
 syari’ah yang selama ini sudah dikenal dan diperbolehkan dalam Islam dapat 
 dijalankan secara optimal. Dalam pasal 9 dijelaskan kegiatan usaha Bank Umum 
 Syari’ah dengan menyebut jenis akad yang dapat digunakannya, salah satunya 
 adalah mudharabah. Kegiatan usaha Bank Umum Syari’ah meliputi: 
a) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, 
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan berdasarkan akad 
mudharabah atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah; 
b) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad 
musyarakah, atau akan lai n yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah; 
c) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, 
akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah; 
d) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 
bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarahi dan/atau sewa beli 
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 
e) Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad 
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan 
f) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak 
ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip 
syari’ah, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, 
kafalah, atau hawalah. 
6. Landasan Operasional Mudharabah di Perbankan Syari’ah  
1. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 
Menurut fatwa ini, mudharabah adalah akad kerjasama suatu 
usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, 


































LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, 
mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha 
dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam 
kontrak. Salah satu ketentuan fatwa ini menentukan bahwa pada 
prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun 
agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,  LKS dapat meminta 
jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat 
dicairkan apabila mudharib  terbukti melakukan pelanggaran terhadap 
hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.  
2. Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah 
Musytarakah 
Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana 
pengelola (mudharib) menyertakan modal atau dananya dalam kerja 
sama investasi. Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena merupakan bagian dari hukum 
mudharabah. 
3. Fatwa DSN No: 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syari’ah 
Mudharabah Konversi.  
B. Jaminan (Dhaman) 
1. Konsep Dasar jaminan (Dhaman) 
Jaminan didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah menjelaskan bahwa istilah agunan untuk memaknai 
suatu jaminan, yaitu Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa 
benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh 


































pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin 
pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. 
 Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang 
diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk 
menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi 
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 
perikatan.35  
 Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai 
pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/ 
pinjaman/kredit yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang 
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah 
diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jaminan harus 
lebih tinggi dari jumlah modal/ pinjaman / kredit berikut bunga yang 
diberikan oleh kreditur, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau 
kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (meng-cover) pinjaman 
dan bunga yang kreditur berikan36. 
 Jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi dua macam, 37 
1. Jaminan yang bersifat kebendaan (materiil): jaminan 
kebendaan memberikan hak mendahului di atas benda-benda 
tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda 
yang bersangkutan. 
                                                          
35 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta: 
Liberty Ctk ke-1, 1984), 50. 
36 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2004), 22. 
37 Ibid..,23 


































2. Jaminan yang bersifat perorangan (immateriil); jaminan 
perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-
benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan 
seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan 
perikatan yang bersangkutan. 
 Macam-macam jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah:38  
1. Gadai 
2. Jaminan Fidusia 
3. Hak Tanggungan 
4. Hipotek atas Kapal Laut. 
Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur 
dengan seorang pihak ketiga yang untuk menjamin dipenuhinya 
kewajiban debitur39. Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi tiga 
macam: 
1. Borgtocht (Penanggungan Hutang) 
2. Tanggung menanggung (yang serupa dengan tanggung renteng) 
3. Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUHPerdata), yaitu bertanggung-
jawab guna kepentingan pihak ketiga  
2. Jaminan menurut Hukum Islam 
 Kafalah/Dhaman40 menurut bahasa adalah mengumpulkan, 
 menanggung  atau menjamin. Secara terminologi muamalah adalah 
                                                          
38 Ibid..,25. 
39 Ibid..,218 
40 Menurut istilah Fuqoha Malikiyyah dan Hanafiyyah, Kafalah dan Dhomman adalah sama 
artinya. Namun menurut Ulama fiqh Hanbilah dan Syafi’iyyah, Kafalah adalah bagian dari 
Dhomman, yaitu dalam Dhomman bi al-Nafs. Jadi Kafalah adalah spcies, sedangkan Dhomman 
adalah Genus. Namun dalam tulisan ini, penulis akan mengacu pada istilah yang digunakan 


































 mengumpulkan  tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang 
 yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang 
 itu menjadi tanggung jawab penjamin. Dalam konteks hukum perdata, 
 penanggungan  hutang ini dikenal dengan istilah borgtocht.  
 Mayoritas ulama mendefinisikan kafalah adalah mengumpulkan 
 tanggung-jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin 
 dalam masalah tuntutan atas jiwa atau hutang atau hak, sehingga hak 
 tanggung-jawab dengan tanggung-jawab lainnya dalam hal tuntutan 
 secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, hutang dan harta.41  
Ulama fiqh Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa objek kafalah 
tidak hanya menyangkut harta, melainkan juga menyangkut masalah 
jiwa, hutang dan harta, sedangkan definisi Jumhur Ulama menyatakan 
bahwa  objek Kafalah tersebut berkaitan dengan harta, seperti dalam 
masalah hutang piutang. Dengan demikian definisi mazhab hanafi lebih 
umum  objeknya dibandingkan dengan definisi mayoritas ulama.  
 Menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli, terdapat tiga macam bentuk 
 kafalah: 
1. Kafalah bi al-Nafs, yaitu pemberian jaminan atas jiwa (seperti 
menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan). 
Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, 
misalnya A menjamin menghadirkan B yang sedang dalam 
                                                                                                                                                               
Fuqoha’ Hanafiyyah dan Malikiyyah yang menyatakan bahwa antara Dhomman dan Kafalah 
adalah sama. Menurut Imam al-Mawardi, bila ditinjau dari segi kebiasaan (al-‘Urf), Dhomman 
sering digunakan untuk tanggungan dalam masalah materi/harta, sedangkan Kafalah sering 
digunakan dalam penjaminan atas jiwa (nafs). Lihat, Wahbah al-Zuhayli, op.cit, Juz 5,130. dan 
Wizaaroh al-Awqof wa al-Syu’un al-Islamiyyah bin al-Kuwait, op.cit, Juz, 176. serta 
Abdurrahsman al-Jaziri, al-Fiqh... op.cit, Juz3,265  
41 Ibid.., 222 


































perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah 
ditentukan. Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk 
bentuk kafalah bi al-Nafs, misalnya seorang nasabah pembiayaan 
yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan 
ketokohan seorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank 
secara fisik tidak memegang jaminan barang aapapun, namun 
bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran 
ketika nasabah pembiayaan yang dibiayai mengalami kesulitan.42  
2. Kafalah bi-al-Dain yaitu menjamin (menanggung) untuk 
membayar hutang. Jaminan atas hutang seseorang, misalnya A 
menjamin hutang B kepada C, maka C boleh menagih 
piutangnya kepada A atau kepada B. 
3. Kafalah bi al-‘Ain, yaitu menjamin (menanggung) untuk 
mengadakan barang. Jaminan dalam pengadaan barang, misalnya 
A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B dari 
C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka A 
wajib mengembalikannya kepada C.43 
  Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa dhaman/ kafalah 
 dapat dan boleh diterapkan dalam berbagai bidang dalam lapangan 
 muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia. 
  
                                                          
42 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 
2001), 124 
43 Ibid. 


































3. Landasan Hukum Dhaman 
 Dasar Hukum diperbolehkannya dhaman/ kafalah adalah 
1. Qs. Yusuf ayat 7244 
 
 ٌمْي ِّعَز ِّهِّب َْاَنا َّو ٍرْي َِّعب ُلْم ِّح ِّهِّب َءآَج ْنَمِّلَو ِّكِّلَمْلا َعاَوُص ُدِّقَْفن اُْولَاق 
 
Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata “Kami kehilangan piala raja, dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” 
 
2. Beberapa Hadits yang berkenaan dengan jaminan.:45 
   
a) “Nabi Muhammad saw pernah menjamin sepuluh dinar dari 
seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih 
sampai sebulan, maka utang sejumlah itu dibayarkan kepada 
penagih” (HR. Ibnu Majah). 
 
b) “Pinjaman hendaklah dikembalikkan dan yang menjamin 
hendaklah membayar” (HR. Abu Daud). 
 
c) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi 
Muhammad saw, tidak mau mesalati jenazah yang masih 
mempunyai hutang. Maka, Abu Qatadah berkata: 
“Shalatkanlah Ya Rasulallah! Sayalah yang akan menjamin 
hutangnya” kemudian Rasulallah mensalatinya.  
 
3. Landasan Hukum Positif  Indonesia46 
Kafalah dalam tataran teknis diatur dalam ketentuan Pasal 36 
huruf c point ketiga PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum 
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang 
intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan 
prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan 
pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad kafalah. 
                                                          
44 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : CV. Karya Utama, 2005),244. 
45 Ismail Nawawi, fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 196 
46 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., 152. 


































 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000, 
disebutkan mengenai rukun dan syarat Kafalah47  
1. Rukun Kafalah 
Bagi Kafil/ Pemberi Jaminan/Penjamin/Guarantor  
Bedasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-
MUI/IV/2000: 
a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat; 
b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam 
urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah 
tersebut. 
Bagi Makful Bih (sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan atau 
setiap hak yang boleh diwakilkan kepada orang lain, atau hutang 
(harta) yang dijaminkan/objek). 
Berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 
11/DSN-MUI/IV/2000: 
a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, 
baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan; 
b) Bisa dilaksankan oleh penjamin; 
c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak 
mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; 
d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; 
e) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan). 
                                                          
47 Uraian Rukun dan Syarat Kafalah ini dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 
11/DSN-MUI/IV/2000 tentang “ketentuan Umum Kafalah” 


































Bagi Makful Anhu (yang meminta jaminan/ orang yang 
dituntut dengan harta/nasabah). 
Berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
No.11/DSN-MUI/IV/2000: 
a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) 
kepada penjamin; 
b) Dikenal oleh penjamin 
Bagi Makful Lahu (pihak yang menerima surat jaminan 
dan Kafil) 
Berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah No.11/DSN-
MUI/IV/2000 
a) Diketahui identitasnya; 
b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan 
kuasa; 
c) Berakal sehat. 
2. Syarat-syarat Kafalah 
Bagi Kafil (penjamin atas kewajiban Makful Anhu) 
a) Kafil akan mengeluarkan Bank Garansi apabila diminta 
dengan izin yang sah dari Makful Anhu(nasabah); 
b) Ketika kafil menjamin ulang Makful Anhu, maka jaminan itu 
atas nama Makful Anhu; 
c) Kafil tidak mempunyai hutang kepada Makful Anhu, (seolah-
olah kafil menjamin padahal dia sendiri mempunyai hutang 
kepada Makful Anhu) 


































d) Mampu melunasi (membayar) kewajiban Makful Anhu; 
e) Orang yang ditanggung (dijamin) tidak bebas tanggung-
jawa, kecuali tanggung jawab penjaminnya bebas. Jika orang 
yang ditanggung bebas tanggung jawabnya, maka bebas pula 
tanggung-jawab penjaminnya; 
f) Kafil diijinkan memberikan jaminan lebih dari satu pihak dan 
diperbolehkan sebagai penjamin kedua dari Makful Anhu 
yang sana dan juga dalam proyek/usaha yang sama; 
g) Jika dalam pertanggungan berupa harta, lalu orang yang 
ditanggungnya meninggal dunia, maka Kafil bertanggung-
jawab dalam harta tersebut; 
h) Diperbolehkan memberi persyaratan khusus kepada Makful 
Anhu untuk menitipkan hartanya. 
Bagi Makful Anhu (nasabah atau nama yang dijaminkan oleh 
Kafil dan disebut dalam surat jaminan) 
a) Dikenal secara baik oleh Kafil dan mempunyai reputasi 
yang baik sebelumnya; 
b) Mempunyai kemampuan untuk membayar dan 
menyerahkan hutangnya ke kafil; 
c) Tidak ada jaminan, kecuali ada hak (kewajiban) atau 
yang akan timbul seperti akad Ju’alah (upah); 
d) Makful Anhu diperbolehkan meminta lebih dari satu 
Kafil (pihak yang menjaminnya). 
 


































Bagi Makful Lahu (penerima surat jaminan) 
a) Mempunyai hubungan yang jelas dengan Makful 
Anhu; 
b) Mempunyai hak untuk menagih kewajiban yang 
telah dilalaikan oleh Makful Anhu kepada Kafil. 
Bagi Makful Bih (sesuatu yang dijadikan jaminan) 
a) Jumlah hutang dan jatuh tempo hutang harus 
jelas dan benar; 
b) Bersifat mengikat dan tidak dapat digugurkan 
kecuali dengan cara membayarnya atau 
terjadinya pengguguran hak yang dilakukan oleh 
pemilik hak (ibra’); 
c) Ketika Makful Anhu mengalami cidera janji 
dengan Makful Lahu, maka pihak kafil 
diperbolehkan meminta komisi (fee). Besar 
komisi sesuai dengan kesepakatan bersama. 
Ijma’ kaum muslimin juga mempernolehkan Kafalah dalam 
bidang muamalah, karena Kafalah diperlukan dalam waktu-
waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang membutuhkan modal 
usaha dapat memperoleh modal tersebut dengan jaminan dari 
seseorang yang dipercaya. Atas jaminan tersebut ia dapat 
membangun usahanya, sehingga kehidupannya menjadi lebih 
baik dari sebelumnya.  


































4. Jaminan yang biasanya kebanyakan digunakan oleh bank syariah 
adalah jaminan Fidusia dan Hak tanggungan. 
1. Jaminan Fidusia 
a) Pengertian Jaminan Fidusia  
Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 
1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) disebutkan bahwa Fidusia 
adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 
benda. Sementara Pasal 1 angka 2 UUJF menyebutkan bahwa 
jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 
pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, 
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima 
Fidusia terhadap kreditur lainnya. 
 Pasal 4 UUJF menentukan bahwa: jaminan Fidusia merupakan 
perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Berdasarkan 
ketentuan tersebut jelaslah bahwa keberadaan jaminan Fidusia 
tergantung dari perjanjian pokoknya. Di dalam praktik yang banyak 


































terkait dengan jaminan Fidusia adalah Kredit perbankan, sehingga 
perjanjian pokok yang dimaksudkan adalah perjanjian kredit.48 
b) Dasar Hukum Jaminan Fidusia49  
1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (30 
September 1999) 
2) PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftara 
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 
Fidusia (30 September 2000) 
3) Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap 
ibukota Provinsi di wilayah Negara RI (30 September 
2000) 
c) Objek Fidusia 50 
 Benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan  
 Fidusia: 
1) Kendaraan bermotor/tidak bermotor 
2) Stock barang dagangan yang disimpan di gudang 
maupun di tempat barang diperdagangan 
3) Peralatan kantor/tempat usaha/rumah tangga 
4) Piutang-piutang 
5) Mesin-mesin yang tidak dijadikan satu dengan fondasi 
bangunan 
                                                          
48 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah Kritik ats Interprestasi Bunga Bank Kaum 
Neo-Revivalis, Arif Maftuhin, ( Jakarta: paramadina, 2004), 104 
49 Ibid..,105 
50 Ibid. 



































d) Pemberian jaminan Fidusia 51 
  Agar jaminan Fidusia dapat diakui secara hukum dan  
 mengikat bagi para pihak maka pemberiannya harus melalui tiga 
 fase sebagai berikut: 
1) Pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian 
pokok; 
2) Pembuatan perjanjian pemberian jaminan Fidusia 
yang menunjuk pada perjanjian pokok dengan akta 
notaris; 
3) Pendaftran akta pemberian jaminan Fidusia ke 
kantor pendaftaran Fidusia (KPF) dan penerbitan 
Sertifikat Jaminan Fidusia olek KPF. 
e) Eksekusi Fidusia 52 
Eksekusi jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui tiga tahap 
cara, yaitu 
1. Melalui penjualan di bawah tangan. Penjualan di bawah 
tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan 
Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat 
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para 
pihak. pelaksanaan penjualan di bawah tangan hanya 
dapat dilakukan setelah melewati satu bulan sejak 
diumumkan dalam dua surat kabar yang beredar di 
daerah yang bersangkutan. 
                                                          
51 Ibid..,106 
52 Ibid. 


































2. Melalui kekuatan titel eksekutorial yang tercantum 
dalam Sertifikat Fidusia, Eksekusi Objek Fidusia 
berdasarkan titel eksekutorial (irah-irah “Demi keadilan 
yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”) dengan 
cara mengajukan permohonan flat eksekusi Hak Fidusia 
kepada Pengadilan Negeri. 
3. Melalui kekuasaan penerima Fidusia sendiri (parate 
eksekusi). Eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri ini 
dengan cara mengajukan permohonan lelang langsung ke 
kantor Lelang Negara.  
f) Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia53 
1. Pada saat pelaksaan eksekusi Fidusia, objek jaminan 
Fidusia harus dikuasai Penerima Fidusia dan untuk 
itu Pemberi Fidusia wajib menyerahkan objek 
jaminan kepada Penerima Fidusia. Dal hal Pemberi 
Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi 
objek jaminan, maka Penerima Fidusia berhak 
mengambil objek benda tersebut dan apabila 
diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang 
berwenang; 
2. Eksekusi objek Fidusia dilakukan dengan cara 
penjualan di muka umum melalui Kantor Lelang 
Negara. Untuk Objek Fidusia yang berupa efek di 
bursa, penjualannya dilakukan di tempat tersebut 
                                                          
53 Ibid..,107 


































sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bursa yang 
bersangkutan. 
g) Hapusnya Jaminan Fidusia 54 
  Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut; 
1. Hapus atau lunasnya hutang yang dijamin dengan 
Fidusia. Sesuai dengan sifatnya sebagai perjanjian 
accesoir dari Hak Fidusia maka adanya jaminan Fidusia 
tergantung dari adanya hutang yang dijamin, dalam hal 
ini perjanjian kredit/ perjanjian pokoknya, sehingga 
apabila perjanjian kredit tersebut hapus maka demi 
hukum perjanjian Fidusia tersebut turut hapus. Adapun 
perjanjian kredit akan hapus antara lain sebab-sebab 
sebagai berikut: karena pembayaran/pelunasan kredit: 
pembaruan hutang (novasi); pembebasan hutang (hapus 
tagih); kebatalan atau pembatalan oleh Pengadilan, dan 
kadaluwarsa (tidak dilakukan penagihan selama 30 
tahun). 
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima 
Fidusia. Fidusia diberikan semata-mata untuk 
kepentingan kreditur/penerima Fidusia sehingga apabila 
penerima Fidusia secara sukarela melepaskannya maka 
Fidusia dengan sendirinya hapus. 
3. Musnahnya benda yag dijadikan objek Jaminan Fidusia. 
Dalam hal objek Fidusia musnah dan benda tersebut 
                                                          
54 Ibid. 


































diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi 
pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut. 
2. Hak Tanggungan 
a) Pengertian Hak Tanggungan55 
  Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan 
 pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain 
 yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 
 hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan   
 terhadap kreditur-kreditur lain. 
b) Dasar Hukum56 
  Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 
 Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan 
 dengan Tanah. 
c) Objek Hak Tanggungan 
  Benda yang dapat dijadikan objek Hak tanggungan dapat 
 berupa  tanah dan benda atau hasil karya yang terkait dengan 
 tanah. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan 
 adalah tanah dengan status: Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak 
 Guna Bangunan; Hak Pakai diatas Tanah Negara dan Tanah 
 Hak Pengelolaan. Hak kepemilikan tanah eks hukum adat yang 
 telah ada akan tetapi proses administrasi/konversinya belum 
 dilaksanakanseperti girik, petuk, ketitir, dan lain-lain dapat juga 
 dijadikan objek Hak Tanggungan dengan ketentuan 
 pembebanannya dilakukan bersamaan dengan permohonan 
                                                          
55 Ibid..,108 
56 Ibid. 


































 pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.57 Pembebanan 
 Hak Tanggungan dapat meliputi juga benda-benda yang  terkait 
dengan tanah dengan memperjanjikannya dalam Akta   
 Pembebanan Hak Tanggungan, seperti: 
1. Bangunan yang berada di atas tanah maupun di bawah 
permukaan tanah objek Hak Tanggungan (basement); 
2. Satuan rumah susun atau apartemen yang berada di atas 
tanah objek Hak tanggungan (Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai di atas tanah 
Negara dan Tanah Hak Pengelolaan); 
3. Tanaman yang tumbuh di atas tanah objek Hak 
tanggungan; 
4. Mesin-mesin yang tertanam dalam fondasi tanah objek 
Hak Tanggungan; 
5. Hasil karya lainnya yang merupakan satu kesatuan 
dengan hak ata tanah objek Hak Tanggungan dan secara 
hukum dianggap sebagai benda tidak bergerak. 
d) Pemberian Hak Tanggungan 
  Pemberian Hak Tanggungan melalui tiga fase, yaitu:58 
a) Pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian 
pokok yang di dalamnya terdapat janji untuk 
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan 
pelunasan kredit; 
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b) Pembuatan Akad Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) yang menunjuk pada perjanjian pokok 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
yang wilayah kerjanya mencakup tempat dimana hak 
atas tanah berbeda; 
c) Pendaftaran APHT ke kantor Pertanahan (BPN). 
Pendaftaran merupakan syarat mutlak lahirnya Hak 
Tanggungan dan mengikatnya Hak Tanggungan 
terhadap pihak ketiga. Sebagai bukti pendaftaran 
Hak Tanggungan diterbitkan Sertifikat Hak 
Tanggungan (SHT) oleh Kantor pertanahan di mana 
sertifikat tersebut memuat irah-irah “Demi 
ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga mempunyai 
kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan 
pengadilan. 
e) Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT)59 
 Pada dasarnya pembebanan Hak Tanggungan wajib 
dilakukan sendiri oleh pemberi hak Tanggungan, hanya 
apabila benar-benar diperlukan yaitu dalam hal pemberi Hak 
Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT 
diperkenankan menggunakan Surat Kuasa Memasang Hak 
Tanggungan (SKMHT). Dalam hal pemberian Hak 
Tanggungan dilakukan melalui SKMHT maka kuasa yang 
diberikan tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat 
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berakhir oleh sebab apapun kecuali kuasa tersebut telah 
dijalankan atau telah habis jangka waktunya. 
f) Jangka Waktu SKMHT60 
1. SKMHT untuk objek Hak Tanggungan berupa hak atas 
tanah yang sudah terdaftar (Hak Milik, Hak Guna 
Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai) jangka 
waktunya ditetapkan 1 (satu) bulan setelah diberikan; 
2. SKMHT untuk hak atas tanah yang sudah belum 
terdaftar (eks tanah adat atau konversi hak lama) jangka 
waktunya ditetapkan 3 (tiga) bulan setelah diberikan; 
3. SKMHT untuk kredit tertentu (Peraturan Meteri Negara 
Agraria Nomor  4 Tahun 1996) yaitu kredit Usaha kecil 
(kredit kepada KUD, KUT, Koperasi Primer), kredit 
pemilikan rumah/Rumah Susun Sederhana, dan kredit 
produktif dengan plafond tidak melebihi Rp 50 juta 
(Kupedes, KKU), jangka waktunya ditetapkan sampai 
saat berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang 
bersangkutan. Yang dimaksud masa berlaku perjanjian 
pokok tersebut adalah jangka waktu perjanjian kredit 
sehingga misalnya perjanjian kredit berjangka waktu 1 
(satu) tahun maka SKMHT untuk kredit tersebut berlaku 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
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g) Eksekusi Hak Tanggungan  
Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan tiga 
cara61 
1. Melalui penjualan di bawah tangan. Penjualan di 
bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan 
Pemberi dan Penerima Hak Tanggungan jika cara 
demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang 
menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan 
di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah 
melewati 1 (satu) bulan sejak diumumkan dalam 2 
(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 
bersangkutan atau media massa setempat, serta tidak 
ada pihak yang menyatakan keberatan; 
2. Melalui kekuatan titel eksekutorial yang tercantum 
dalam Sertifikat Tanggungan, Eksekusi Objek Hak 
Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial (irah-irah 
“Demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang 
Maha Esa”) dengan cara mengajukan permohonan 
flat eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan 
Negeri. 
3. Melalui kekuasaan penerima Hak Tanggungan 
sendiri (parate eksekusi berdasarkan pasal 6 
UUHT). Eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri ini 
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dengan cara mengajukan permohonan lelang 
langsung ke kantor Lelang Negara.  
h) Hapusnya Hak Tanggungan62  
  Hapusnya Hak Tanggungan disebabkan karena: 
1. Hapus atau lunasnya hutang yang dijamin dengan Hak 
Tanggungan. Sesuai dengan sifatnya sebagai perjanjian 
accesoir dari Hak tanggungan maka adanya Hak 
Tanggungan tergantung dari adanya hutang yang 
dijamin, dalam hal ini perjanjian kredit/ perjanjian 
pokoknya, sehingga apabila perjanjian kredit tersebut 
hapus maka demi hukum Hak tanggungan tersebut turut 
hapus. Adapun perjanjian kredit akan hapus antara lain 
sebab-sebab sebagai berikut: karena 
pembayaran/pelunasan hutang; pembaruan hutang 
(novasi); pembebasan hutang (hapus tagih); kebatalan 
atau pembatalan oleh Pengadilan, dan kadaluwarsa 
(tidak dilakukan penagihan selama 30 tahun). 
2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak 
tanggungan. Hak Tanggungan diberikan semata-mata 
untuk kepentingan kreditur/penerima Hak Tanggungan 
sehingga apabila penerima hak tanggungan secara 
sukarela melespaskannya maka hak tanggungan dengan 
sendirinya hapus; 
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3. Pembersihan sisa nilai Hak Tanggungan yang 
membebani objek Hak Tanggungan Yang dijual dalam 
pelelangan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan 
Negeri; 
4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak 
Tanggungan. Hak atas tanah dapat hapus karena sebab-
sebab yang ditentukan UUPA antara lain karena 
pencabutan hak oleh negara, hapus jangka waktunya 
(Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha) 
karena pelepasan hak oleh pemiliknya, tanahnya 
musnah. 
C. Manajemen Risiko Bank Syariah 
1. Pengertian Manajemen Risiko 
Risiko merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 
manusia. Hal ini disebabkan banyaknya ketidakpastian yang muncul secara 
alamiah. Ahli statistik menyatakan bahwa risiko adalah penyebaran hasil 
aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko juga diartikan sebagai probabilits 
sesuatu outcome yang berbeda dengan outcome yang diharapkan.63 Secara 
garis besar risiko dapat dikategorikan dalam dua kelompok yakni risiko yang 
dapat dihindari dan risiko yang tidak dapat dihindari. Atas dasar risiko ini, 
perlu adanya sebuah manajemen dalam mengelola risiko. 
Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan 
metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, 
dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Bank. Manajemen risiko 
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organisasi adalah suatu sistem pengelolaan ririko yang dihadapi oleh 
organisasi secara komperhensif untuk tujuan meningkatkan nilai 
perusahaan.64 Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh 
entitas terkait di dalam organisasi. Adapun tindakan berkesinambungan yang 
dimaksud tersebut meliputi identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, 
menetapkan solusi serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko.65 
Mengacu pada pendapat SBC Warburg, Manajemen Risiko adalah 
seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang digunakan organisasi, 
untuk mengelola, memonitoring dan mengendalikan eksposur organisasi 
tehadap risiko.66 Dalam hal ini manajemen risiko merupakan sebuah alat 
untuk menfilter atau pemberi peringatan dini (earlywarning system) terhadap 
kegiatan usaha bank. Dimana tujuan manajemen risiko sendiri meliputi: 
a) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. 
b) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. 
c) Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. 
d) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko. 
e) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko. 
2. Jenis-jenis Risiko dalam Perbankan Syariah 
Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang 
beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapat harus 
sesuai dengan syariah dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk 
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menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat.67 Dalam hal ini Zamir Iqbal 
dan Abbas Mirakhor melihat risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah 
dikelompokkan menjadi empat klasifikasi.68 Meliputi pertama  Risiko 
Keuangan (financial) yang mempunyai dampak langsung pada aset liabilitas 
sebuah bank. Risiko finansial ini dibedakan menjadi tiga bagian meliputi 
Risiko kredit, risiko pasar dan risiko investasi equitas (khusus untuk 
pembiayaan non bank). Kedua Risiko bisnis yaitu terkait dengan persaingan 
bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko 
bisnis meliputi risiko tingkat pengembalian dan risiko penarikan. Ketiga 
Risiko Treasury mencakup risiko yang bersumber dari manjemen sumber 
daya finansial institusi finansial dalam term manajemen kas, manajemen 
equitas, manajemen likuiditas jangka pendek dan manajemen aset liabilitas 
(MAL). Keempat Risiko pemerintah yang meliputi risiko operasional, risiko 
transparasi, risiko syariah dan risiko reputasi. 
Bank syariah harus menghadapi risiko-risiko yang unik (khas). 
Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan 
bank konvensional. Konsekuensinya, teknik-teknik yang digunakan untuk 
melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko pada bank 
syariah dibedakan menjadi dua jenis. Teknik-teknik standart yang digunakan 
bank konvensial, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bisa 
diterapkan pada bank syariah. Beberapa diantaranya, GAP analysis, maturity 
matching, internal ratingsystem, dan risk adjusted return on capital 
(RAROC). 
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3. Meminimalisir Risiko Pembiayaan 
Risiko merupakan sebuah akibat dari pengambilan keputusan dalam 
aktivitas bisnis. Dalam duni investasi modern risiko ini disebabkan oleh dua 
hal meliputi risiko sistematik dan resiko non sistematik. Risiko sistematik ini 
merupakan jenis risiko yang tidak dapat dihindari dengan diversifikasi. 
Risiko ini disebabkan oleh faktor-faktor makro ekonomi seperti, kondisi 
ekonomi negara, prubahan tingkat suku bunga, kebijakan tingkat pajak, 
inflasi dan faktor-faktoar lain yang bersifat makro. Sedangkan risiko non 
sistematik merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan diversifikasi, 
risiko tersebut disebabkan oleh faktor-faktor mikro yang terdapat pada suatu 
perusahaan industri. 
Dalam menghadapi risiko, ada beberapa hal alternatif yang bisa 
diambil oleh manajer dalam mengelola risiko meliputi:69 
a. Menghindari Risiko (Risk Avoidance) 
 Keputusan untuk melakukan suatu aktivitas bisnis merupakan 
 cara yang paling mudah, namun hal ini merupakan keputusan 
 yang tidak strategis dalam usaha mengharapkan keuntungan. 
 Keputusan untuk menghindari risiko tentunya juga merupakan 
 pilihan untuk tidak mengambil profit dalam bisnis. 
b. Pengendalian Risiko (Risk Control) 
 Pengendalian risiko dilakukan dengan menerima risiko pada 
 tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mengurangi 
 dan mengendalikan risiko melalui peningkatan kontrol, kulitas 
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 proses serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan 
 risikonya. 
c. Penangguhan atau Penahanan Risiko (Risk Retention) 
 Perusahaan menanggungsendiri risiko yang muncul yaitu dengan 
 cara menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. 
 Pendanaan bisa dilakukan memlalui beberapa cara, seperti 
 menyisihkan dan cadangan, self insurance dan lain-lain. 
d. Pengalihan Risiko (Risk Transfer) 
 Pengalihan hal ini dilakukan dengan mengalihkan risiko pada 
 pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus 
 dikeluarkan atau berbagi profit dengan pihak lain. 
 Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap 
awal bank syariah harus cepat tepat mengenal dan memahami serta 
mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudahada maupun yang akan 
timbuldari sebuah bisnis baru. Secara garis besar tahapan dalam proses 
manajemen risiko meliputi:70 
a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis 
terhadap: 
1) Karakteristikrisiko yang melekat pada aktivitas 
fungsional 
2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha 
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b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan menggunakan: 
1) Eveluasi secara berkala terhadap kesesuaian 
asumsi, sumber data dan prosedur yang 
digunakan untukmengukur risiko 
2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran 
risiko apabila terdapat perubahan kegiatan 
usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang 
bersifat material 
c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengn melakukan: 
1) Evaluasi terhadap eksposure risiko 
2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila 
terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, 
transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan 
sistem informasi manajemen risiko yang besifat 
material 
d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk 
mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan 
kelangsungan usaha bank. 
Dalam operasional perbankan, besar kecilnya sebuah risiko yang terjadi 
juga sangat ditentukan oleh empat hal. Pertama, kecermatan perencanaan arus 
kas (cash flow) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, 
termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. Kedua, ketetapan dalam mengatur 
struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana untuk jual beli. Ketiga, 
ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Keempat, kemampuan 


































menciptakan akses pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas 
lender of last resort.71 
1. Seleksi Awal Pembiayaan 
 Seleksi awal dilakukan dalam upaya untuk melakukan analisis 
terhadap kelayakan sebuah pembiayaan yang akan diberikan pada 
calon nasabah. Hal ini mengacu pada tujuan dan fungsi pembiayaan. 
Secara  mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan:72 
a. Dalam upaya memaksimalkan laba, artinyasetiap usaha yang 
dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba 
usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh 
laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan hal tersebut, maka 
perlu dukungan dana yang cukup. 
b. Upaya menimbulkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan 
bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu 
unsurnya ialah dengan cara menimbulkan risiko yang 
mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat 
diperoleh dengan cara pembiayaan. 
c. Pendayagunaan sumber ekonomi,artinya sumber daya 
ekonomi dapat dikembangkan dengan melakuakn mixing 
antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, 
namun suber daya modalnya tidak ada, maka dapat 
dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara 
pembiayaan. 
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d. Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan 
masyarakat ini ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya 
dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat 
menjadi saran penghubung dalam penyeimbangan dan 
penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan 
(surplus) kepada pihak yang kekurangan (deficit) dana. 
e. Menghindari terjadinya dana yang menganggur (idle money). 
Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada passiva 
bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva 
produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang 
masuk dan dana yang keluar. 
 Adapun fungsi pembiayaan itu sendiri secara umum meliputi73 : 
a. Meningkatkan daya guna uang 
 Para nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk 
giro, tabungan dan deposito, uang tersebut dalam persentase tertentu 
ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang 
disalurkan kepada para pengusaha. 
b. Meningkatkan daya guna 
Produsen memperoleh bantuan pembiayaan dari bank, dapat 
menggunakan dana tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi 
bhan jadi. 
c. Meningkatkan peredaran uang 
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran 
pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan 
                                                          
73  Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007),95 


































sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel dan lain-lainn. 
Menimbulkan kegairahan berusaha. 
d. Stabilitas ekonomi 
e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 
f. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. 
2. Analisis Pembiayaan 
 Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan 
pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan 
kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik. Adapun 
penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5 C analisis74 
a. Character: penilaian ini dilakukan untuk mengetahui 
kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau 
mengembalikan pinjaman, sehingga tidak menyulitkan bank 
dikemudian hari 
b. Capital: Bank harus melakukan analisis terhadap posisi 
keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang 
akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan 
permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan 
proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.  
c. Capacity: Bank harus menelititi tentang keahlian calon 
debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan 
manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan 
dibiayai dikelola oleh orang yang tepat, sehingga calon 
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debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau 
mengembalikan pinjaman. 
d. Collateral: untuk menanggung pembayaran kredit macet, 
calon nasabah umumnya menyediakan jaminan berupa 
agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang 
nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan 
yang diberikan kepadanya. 
e. Conditian Of Economic: Bank juga harus menganalisis 
keadaan pasar didalam dan diluar negeri baik masa lalu 
maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan 
pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah debitur 
yang dibiayai bank dapat diketahui.  
3. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Pembiayaan 
 Dalam melakukan identifikasi dan penilaian risiko pembiayaan 
dalam perbankan syariah pihak perbankan harus mempertimbangkan 
2 (dua) aspek meliputi:75 
1) Default Risk (Risiko Kebangkrutan), yaitu risiko yang 
terjadi pada First Way Out. Dalam hal ini risiko yang 
disebabkan oleh First Way Out dipengaruhi oleh: 
a. Industry Risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis 
usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-
masing jenis usaha, riwayat eksposure 
pembiayaan yang bersangkutan dibank 
konvensional dan pembiayaan yang 
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bersangkutan dengan bank syariah serta kinerja 
keuangan jenis usaha yang bersangkutan. 
b. Kondisi Internal Perusahaan atau keuangan 
nasabah seperti manajemen, organisasi, 
pemasaran teknis produksi dan pendapatan 
Faktor Negatif lainnya yang mempengaruhi kondisi 
keuangan nasabah 
2) Recovery Risk (Risiko Jaminan) yaitu risiko yang terjadi 
pada Second Way Out. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
hal meliputi: 
a. Kesempurnaan pengikat jaminan 
b. Nilai jual kembali jaminan 
c. Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum 
pihak lain atas jaminan lamanya taksasi ulang 
jaminan 
d. Kredibilitas penjamin (jika ada) 
4. Pengendalian Risiko Pembiayaan 
1. Risk Control  (mengontrol risiko) dengan metode 
a. Menghindari Risiko  
b. Mengendalikan Kerugian  
c. Pemisahan 
d. Kombinasi atau Pooling 
e. Pemindahan Risiko 
 


































  2. Risk Financing (pembiayaan risiko) meliputi: 
a) Pemindahan risiko melalui pembelian asuransi 
b) Menanggung risiko (retetion) 
Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian 
terhadap risiko pembiayaan adalah dengan memberikan jumlah batasan 
pembiayaan.76 Ketentuan batas maksimum pemberian pembiayaan atau kredit 
dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 
1. Jenis Batas Maksimum 30%, dimana Bank Indonesia dapat 
menentapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% dan modal 
bank, tetapi tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang 
bersangkutan. Pengertian modal bank ditetapkan Bank Indonesia sesuai 
dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.  
2. Jenis batas maksimum 10%, Bank Indonesia dapat menetapkan batas 
maksimum yang lebih rendah dari 10%, tetapi tidak boleh melebihi 10% 
dari modal bank yang bersangkutan. Pengertian modal bank ditetapkan 
oleh BI sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian 
kesehatan bank. Batas maksimum seperti ini ditunjukan pada: 
a) Pemegang saham yang memiliki 10 atau lebih dari 
modal yang disetor 
b) Anggota Dewan Komisi 
c) Anggota Direksi 
d) Keluarga dan pihak pemegang saham, anggota dewan 
komisioner dan anggota direksi 
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e) Pejabat bank lainnya, 
f) Perusahaan-perusahaanyang didalamnya terdapat saham 
dan pejabat bank. 
Upaya untuk meminimalisir kerugian akibat kegagalan pembayaran, 
Bank harus mengalokasikan cadangan pembiayaan yang selanjutnya disebut 
sebagai cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang 
meliputi: 
1) Bank wajib membentuk cadangan 1% dari seluruh pembiayaan  
2) Cadangan 3% dari pembiayaan yang tergolong dalam perhatian 
khusus (setelah dikurangi agunan) 
3) Cadangan 15% dari pembiayaan yang tergolong kurang lancar 
(setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai) 
4) Cadangan 50% dari pembiayaan yang tergolong diragukan 
(setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai) 
5) Cadangan 100% dari pembiayaan yang tergolong macet (setelah 
dikurangi nilai agunan yang dikuasai) 
5. Monitoring dan Pengawasan 
Salah satu fungsi monitoring adalah sebagai alat kendali dalam 
manajemen risiko untuk memantau keadaan apakah pemberian pembiayaan telah 
dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak (nasabah dan bank). 
 Ada tiga langkah untuk menentukan jenis monitoring dalam bank  
  syariah:77 
                                                          
77 Ferry N. Indroes. Manajemen Risiko Perbankan Pendekatan 3 pilar Kesepakatan Basel II 
Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, 10. 


































a) One Desk Monitoring 
 Pemantauan pembiayaan secara administratif, melalui 
instrumen-instrumen administrasi, seperti laporan-laporan 
financial statement (neraca, L/R, sumber dan penggunaan dana), 
kelengkapan dokumen informasi pihak ketiga 
b) One Site Monitoring 
 Pemantauan kredit yang dilakukan langsung terjun 
kelapangan untuk melihat lokasi dan kondisi nasabah atau 
Inspeksi on the spot, baik sebagian atau secara keseluruhan, 
maupun khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan 
pelaksanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank, atau 
secara keseluruhan apakah ada deviasi yang terjadi atas terms of 
lending yang disepakati. 
c) Exception Monitoring 
   Pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan  
  kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah  








































JAMINAN MUDHARIB TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH 
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
1) Sejarah PT. Bank Mandiri Syariah78 
PT. Bank Mandiri Syariah tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah 
sekaligus berkah pascakrisis ekonomi dan moneter 1997 – 1998. Sebagaimana 
diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis 
multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam 
dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, 
tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional 
yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. 
Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestruksisasi dan merekapitulasi 
sebagian bank-bank di Indonesia. 
Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh 
Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota 
Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan 
melakukan supaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor 
asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) tempat 
bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Enxim dan Bapindo) menjadi 
satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas 
baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 
serta memberikan Tim Pengembangan Perbankan Syariah tim ini bertujuan untuk 
mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, 
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sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 Tahun 2008 yang memberi peluang 
bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). 
Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU 
tersebut momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari 
bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu, Tim Pengembangan 
Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga 
kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi 
berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah mandiri sebagaimana 
tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 18 September 1999.  
Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dilakukan oleh 
Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 
Oktober. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank 
Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama 
menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengukuran legal 
tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 
25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. 
PT Bank Mandiri Syariah tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu 
memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rihani, yang melandasi kegiatan 
operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang 
menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan 
Indonesia. BSM atau PT. Bank Mandiri Syariah hadir untuk bersama membangun 
Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 
 
 


































2) Sejarah singkat Bank Mandiri Syariah Area Malang 
Berdirinya BSM Malang terhitung mulai hari jumat 1 Agustus 2002 yang itu 
diresmikan oleh salah satu direksi PT Bank Mandiri Syariah, Bapak Akmal Aziz. 
Dibukannya BSM Cabang Malang yang berlokasi di Jalan Brigjen Slamet Riyadi 
No.8 Malang (daerah Oro-Oro Dowo) merupakan upaya untuk mengembangkan 
jaringan PT. Bank Syariah Mandiri. Kepala cabang pada saat itu yang dipercayakan 
dari personal kantor pusat Bapak Lutfiano, Manager Marketingnya yaitu bapak 
Gazali Hasan (mutasi dari BSM Cabang Surabaya) dan Manager Operasional yaitu 
Bapak Arie Darma permana. Seiring perjalanan waktu pada bulan Juni 2004 terjadi 
pergantian pemimpin yaitu dari Bapak Lutfiano digantikan oleh Bapak Zulfikar dan 
pada tahun 2005 tepatnya bulan Juli kantor Cabang Malang pindah lokasi ke Jalan 
Basuki Rahmat No.8 Malang. Dua minggu sebelum kantor baru ditempati terjadi 
pergantian Kepala kantor Cabang Malang dari Bapak Zulfikar digantikan oleh Bapak 
Didi sunardi (dari Cabang Pontianak). Dan pula bulan Mei 2006, Bapak Didi Sunardi 
digantikan oleh Bapak Ramelan untuk menduduki posisi Kepala Cabang Malang. 
Pada Tahun 2008, kepemimpinan diganti oleh Bapak Dwi Puji Widodo hingga 
Oktober 2011 kepemimpinan Bank Mandiri Syariah Malang digantikan oleh Bapak 
Adam Malik. Namun sekarang Bapak Adam Malik digantikan oleh Bapak Edi 
Mulyono hingga saat ini. Pada Tahun 2012 tepatnya bulan April, Kantor Cabang 
Malang pindah lokasi ke Jalan Letjen Sutoyo No77B Malang sekarang ini dan 
menjadi Kantor Area Malang.79 
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3) Visi dan Misi PT. Bank Mandiri Syariah80 
Visi Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Bank 
Syariah Terdepan: menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri 
perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan 
corporate. Bank Syariah Modern: menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan 
teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. Untuk nasabah BSM 
merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan 
memakmurkan. Untuk Pegawai BSM merupakan bank yang menyediakan 
kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. Untuk Investor Institusi 
Keuangan Syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value 
berkesinambungan.  
Dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan 
berlandaskan Al Qur’an dan Al Hadist.  
Adapun Misinya adalah: 
1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang 
berkesinambungan. 
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui 
harapan nasabah. 
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada 
segmen ritel. 
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 
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misi, diakses pada, 12 Desember 2017 


































5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 
6. Meningkatkan Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung.  
4) Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah Area Malang81 
Untuk mewujudkan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan, 
diperlukan adanya suatu organisasi sebagai wadah menampung kegiatan lembaga 
keuangan. Oleh karena itu, perlu diketahui struktur organisasi dan pedoman kerja 
yang berlaku.  
 Bentuk organisasi di Bank Syariah Mandiri Area Malang yaitu Lini dan 
Staf yang merupakan gabungan kedua jenis organisasi yang terdahulu disebutkan 
(lini dan staf). Dalam organisasi ini staf bukan sekedar pelaksana tugas tetapi 
juga diberikan wewenang untuk memberikan masukan demi tercapainnya tujuan 
secara baik. Demikian juga pimpinan tidak sekedar memberikan perintah atau 
nasehat tersebut. Struktur organisasi PT. Bank Mandiri Syariah Area Malang 
diperoleh dari Ibu Fatimah Hamid selaku General Support, dapat dilihat pada 
Gambar berikut. 
5) Prinsip Operasional PT. Bank Mandiri Syariah82 
Dalam menjalankan usahanya PT. Bank Mandiri Syariah Area 
Malangmenggambarkan prinsip operasional sebagai berikut: 
a) Prinsip Keadilan 
Prinsip ini tercermin dari penerapan atas dasar bagi hasil dan pengambilan 
margin keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah. 
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November 2017 
82 Bank Syariah Mandiri, “Prinsip Operasional”, https://www.syariahmandiri.co.id/news-
update/edukasi-syariah/prinsip-dan-konsep-dasar-perbankan-syariah, diakses pada 12 Desember 
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b) Prinsip Kemitraan  
Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah dan pengguna 
dana maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajad dengan mitra 
usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan berimbang 
antara penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. 
c) Prinsip Keterbukaan 
Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat 
mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank. 
d) Universitas 
Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, 
ras, dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai rohmatan 
lil‘alamin. 
6) Produk dan Jasa PT. Bank Mandiri Syariah83 
PT. Bank Mandiri Syariah Area Malang dalam operasionalnya memiliki 
beberapa produk yang dimulai dikenal masyarakat melalui kegiatan 
pemasarannya: 
 a. Menghimpun dana dari Masyarakat  dalam bentuk simpanan yang meliputi:  
1) Tabungan Mudharabah 
Jenis Tabungan bagi perorangan atau kelompok yang bertujuan 
untuk menitipkan uang demi keamanan sekaligus investasi yang 
penarikannya dapat dilakukan setiap waktu sesuai dengan 
kesepakatan bersama. penabung akan mendapatkan bagi hasil 
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atas keuntungan bank setiap bulannya. Produk-produk tabungan 
mudharabah antara lain: 
a) Tabungan Syariah Mandiri 
b) Tabungan Mabrur 
2) Deposito Mandiri Syariah 
Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dan 
kepada deposan akan diberikan bagi hasil atas keuntungan bank 
setiap bulannya. 
3) Giro Syariah mandiri 
Simpanan yang penarikannya menggunakan cek, bilyet giro, atau 
lainnya, dan dapat ditarik pada setiap saat.  
b. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang meliputi: 
1) Pembiayaan Mudharabah 
Yaitu modal kerja yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri 
Area Malang kepada nasabahnya dimana bank sebagai shahibul 
maal (pemilik dana) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola) 
dengan keuntungan akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan 
bersama wali kontrak. 
2) Pembiayaan Musyarakah (bersama) 
Yaitu pembiayaan khusus modal kerja, dimana dari bank 
merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan 
dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.  
 
 


































3) Pembiayaan Murabahah 
Yaitu akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 
menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian 
penjual mensyaratkan atasannya laba atau keuntungan dalam 
jumlah tertentu.  
4) Pembiayaan Salam (pertanian) 
Yaitu pembelian atau penjualan suatu hasil produksi untuk 
mengirimkan yang ditangguhkan dengan pembayaran segera 
sesuai dengan persyaratan tertentu. 
5) Pembiayaan Ijarah (sewa) 
Yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 
pergantian atau akad antara bank dengan nasabah untuk 
menyewa suatu barang atau objek sewa milik bank dan 
mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan. 
7) Jenis Pembiayaan 
Di Bank Syariah Mandiri Area Malang terdapat 2 jenis pembiayaan yang 
disalurkan, yaitu sebagai berikut: 
a. Small Banking 
1) Limit Pembiayaan 
Lebih dari Rp. 100 juta sampai dengan Rp.1,5 Milyar 
2) Jenis Nasabah 
a) Perorangan untuk usaha produktif 
b) Lembaga usaha berbadan hukum dan atau berbadan usaha 
c) Pembiayaan dengan pola kemitraan (dengan limit 
pembiayaan >Rp 100 juta sampai dengan Rp1,5 Milyar) 









































4) Sektor usaha sesuai ketentuan Bank  
b. Pembiayaan Warung Mikro 
1) Limit Pembiayaan 
Hanya sampai Rp 100 juta  
2) Peruntukan Pembiayaan 
a) Golongan berpenghasilan tetap, sepeti PNS, Pegawai swasta, 
Wiraswasta atau Profesi. 
b) Badan Usaha  
3) Produk  
a) Produk Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) 
1) Limit pembiayaan minimal Rp 2.000.000,- ( dua juta 
rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) 
2) Jangka waktu: maksimal 36 bulan 
3) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM 
 
 


































b) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) 
1) Limit pembiayaan: diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah).  
2) Jangka waktu: Maksimal 36 bulan 
3) Biaya Administrasi sesuai ketentuan BSM 
c) Biaya Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) 
1) Limit pembiayaan: diatas Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah) 
2) Jangka waktu: Maksimal 48 bulan 
B. JAMINAN MUDHARIB TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN 
MUDHARABAH 
1. Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Mandiri Syariah Area Malang  
Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam produk menghimpun dana jenis 
akad mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Area Malang 
ada dua yaitu: 
a) Mudharabah Muthlaqah (investasi umum/unrestricted invesment) 
Akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola 
(mudharib) untuk mendapat keuntungan. Implementasi dari akad 
mudharabah muthlaqah contohnya deposito tabungan. Dalam deposito 
tabungan yang mana nasabah memberikan modalnya kepada Bank Mandiri 
Syariah kemudian Bank Mandiri Syariah bebas untuk menentukan usahanya 
sendiri. Ketentuannya adalah sebagai berikut. 


































1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang 
telah disepakati di awal akad. 
2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi 
diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. 
Mudharib mempunyai kekuasaan penuh untuk pengelola modal dan 
tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis 
usahanya. 
3) Penerapan Mudharabah Muthlaqah dapat mengambil dananya, 
apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang 
disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif. 
4) Deposit Mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka 
waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6 atau 12 bulan. 
b) Mudharabah Muqayyadah (investasi khusus) 
Implementasi dari akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah  adalah 
pemilik dana boleh membatasi jenis usaha atau objek apa yang akan 
diberikan modal. Ketentuan Mudharabah Muqayyadah  sebagai berikut. 
1) Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik 
pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah 
korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha 
atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati. 
2) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip Mudharabah 
Muqayyadah. 
3) Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya 
dinegosiasikan secara kasus per kasus. 


































Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh 
modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan 
yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan angsuran 
berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah (revenue 
sharing). Fasilitas : 
a) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar. 
b) Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. 
c) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus 
diakhir periode). 
d) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing. 
e) Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar. 
2. Mekanisme Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri area Malang84 
a) Tahap Solisitas, Pada tahap solisitas ini sebagai pihak bank syariah turun 
lapangan atau observasi untuk mengetahui kondisi potensi usaha pada 
daerah yang dapat diambil oleh kantor cabang atau area. Kemudian hasil 
penelitian yang dilakukan dilapangan secara langsung dapat ditulis dalam 
laporan hasil observasi/survey.  
b) Tahap Permohonan, Pada tahap permohonan calon pihak nasabah yang 
melakukan pengajuan pembiayaan harus mengajukan surat permohonan 
pembiayaan kepada Marketing Officer dengan dilampiri:  
1) Jika Pemohon pembiayaan adalah Badan Usaha (BU) : 
a. Foto copy akta pendirian notaries;  
                                                          
84 Hasil olah data dari wawancara dengan Bapak Mohammad sauwaha. Area Financing 
operational. Wawancara. Malang, 9 Januari 2018.    
 


































b. Foto copy legalitas usaha;  
c. Foto copy identitas diri pengurus;  
d. Laporan keuangan;  
e. Perencanaan usaha kedepan;  
f. Foto copy bukti pemilikan jaminan. ; 
2) Jika pemohon pembiayaan adalah perorangan   
a. Fotokopi legalitas usaha;  
b. Fotokopi identitas diri & istri/suami, kartu keluarga;  
c. Fotokopi dokumen agunan;  
d. Bukti pembayaran PBB dan Rek. Listrik.  
c) Tahap Investigasi, Pada tahapan investigasi yang dilakukan oleh pihak 
Bank yang tujuannya adalah untuk mengetahui kelayakan pada pihak 
calon nasabah. Yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah yaitu:  
1. Pemeriksaan pada surat permohonan pembiayaan dan lampirannya. 
2. Wawancara kepada calon nasabah yang tujuannya adalah untuk 
mengumpulkan informasi lainnya yang terkait dengan calon 
nasabah tersebut.  
3. Melakukan pengecekan di BI / BI Checking   
d) Tahap Analisa, Tahap analisa, Analis Officer melakukan analisa secara 
detail terhadap kelayakan calon nasabah dan kelayakan usaha nasabah 
antara lain meliputi:  


































1. Analisa aspek 5C (charakter, capacity, capital, condition dan 
collateral) dan analisa 7A (Aspek yuridis, manajemen, produksi, 
pemasaran, keuangan, social ekonomi, agunan). 
2. Menerkaitkan antara besaran pembiayaan dengan volume usaha 
nasabah. 
3. Penetapan bagi hasil. 
4. Analisa risiko dan mitigasi. 
5. Pengusulan pembiayaan. 
6. Mengisi formulir “keputusan komite pembiayaan”.  
e) Tahap Persetujuan, Pada tahapan persetujuan Analis Officer membuat 
SP3 (surat permohonan pembiayaan) dicek oleh Manajer Pemasaran 
kemudian diserahkan kepada pimpinan kantor area/cabang untuk 
ditandatangani dan kemudian diserahkan kepada Marketing Officer untuk 
diserahkan kembali kepada nasabah. Kemudian pihak bank mengirimkan 
SP3 (surat permohonan pembiayaan) kepada calon nasabah untuk 
ditandatangani diatas materai yang cukup kemudian dikembalikan 
kepada bank disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan termasuk 
bukti asli pemilikan jaminan utama atau tambahan. Setelah pihak Bank 
Syariah Mandiri (BSM) menerima dokumen dari nasabah, bank segera 
membuat check list penerimaan dokumen untuk pembuatan akad 
(kontrak) pembiayaan dan surat sanggup.  
f) Tahap Pencairan, Pada tahap pencairan, sebelum dilakukan permohonan 
pencairan oleh pihak calon nasabah, pihak bank syariah akan melakukan 
pengecekan yaitu pengecekan mengenai kelengkapan persyaratan 


































pembiayaan yang sudah disepakati sebagaimana yang telah disebutkan 
dalam akad atau Surat Permohonan Pembiayaan 2.  
Kemudian pada langkah selanjutnya adalah pengecekan 
dokumen-dokumen yang dilakukan pimpinan cabang/area yang sudah 
diterima dari Manajer Operasi untuk diputuskan dicairkan atau tidak. 
Apabila disetujui untuk dicairkan maka Analis Officer akan membuatkan 
surat pencairan yang disahkan oleh Manajer pemasaran, setelah itu 
diserahkan kepada administrasi pembiayaan. Setelah diyakini bahwa 
surat pencairan pembiayaan tersebut sah maka akan dilakukan pencairan, 
surat tersebut diserahkan kepada manajer operasi untuk di ACC dan di 
tanda tangani pada surat pencairan dan kemudian diserahkan kembali 
kepada administrasi pembiayaan.  
g) Tahap Monitoring, Pada tahapan monitoring ini terdapat tahap-tahap 
yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:  
1) Pembinaan pada nasabah. Tahapan monitoring atau pembinaan 
ini untuk mengklasifikasikan nasabah yang perlu pembinaan atau 
dalam istilahnya yaitu nasabah khusus.  
2) Monitoring kredit/pembiayaan yang akan jatuh tempo, pada 
tahap monitoring ini pihak bank akan membuat daftar angsuran 
pembiayaan yang akan jatuh tempo pada 7 (tujuh) hari yang akan 
datang, sedangkan terhadap nasabah yang dalam 3 (tiga) bulan 
pernah menunggak angsuran/kewajiban untuk diingatkan agar 
nasabah yang bersangkutan menyediakan dananya.  
3) Monitoring jatuh tempo, yang mana pihak bank syariah akan 
melakukan penagihan pada nasabah yang terdapat pada daftar 


































angsuran jatuh tempo. Yang dilakukan melalui 3 tahap yang 
pertama melalui telepon, yang kedua peringatan dalam bentuk 
surat dan yang terakhir adalah didatangi langsung kerumahnya.  
4) Monitoring Kolekbilitas, lampiran daftar nasabah yang memiliki 
kolektibilitas tidak lancar yang disampaikan kepada pimpinan 
kantor area atau cabang yang kemudian memberikan keputusan, 
ini terjadi pada setiap awal bulan.  
5) Monitoring asuransi yaitu pihak bank melakukan monitoring 
polis asuransi pada nasabah yang kedapatan akan jatuh tempo 
agar dilakukan perpanjangan.  
h) Tahap Pembayaran Kredit atau /Pelunasan, Dalam tahap pembayaran 
atau /pelunasan dapat dilakukan dengan membayar dengan setoran tunai 
dan berupa setoran warkat (cek/bilyet giro) atau surat berharga lainnya.  
3. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank 
Syariah Mandiri  
Pembiayaan macet sering kali terjadi pada perbankan Syariah di 
Indonesia dan kemudian berakibat pada kesehatan bank. Sebelum pemberian 
fasilitas pembiayaan, sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan 
Mudharabah harus memenuhi persyaratan dan tahapan sesuai prosedur yang 
telah  ditetapkan oleh bank, meskipun semua proses dan prosedur sudah 
dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sudah sesuai dengan aturan yang ada 
namun masih terjadi pembiayaan yang macet yang diakibatkan oleh beberapa 
faktor. 
 


































Beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan macet pada    
pembiayaan Mudharabah di BSM Area Malang yaitu:85 
1. Dari pihak nasabah 
a) Adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah yang tidak mau membayar 
kewajibannya kepada pihak bank sehingga pembiayaan menjadi macet. 
Pembiayaan macet sering kali terjadi pada perbankan Syariah di 
Indonesia dan kemudian berakibat pada kesehatan bank. Sebelum 
pemberian fasilitas pembiayaan, sudah dijelaskan bahwa untuk 
mendapatkan pembiayaan Mudharabah harus memenuhi persyaratan dan 
tahapan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh bank, meskipun 
semua proses dan prosedur sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan 
sudah sesuai dengan aturan yang ada namun masih terjadi pembiayaan 
yang macet yang diakibatkan oleh beberapa faktor. 
b) Adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah yang tidak mau membayar 
kewajibannya kepada pihak bank sehingga pembiayaan menjadi macet. 
Kecerobohan yang dilakukan nasabah yaitu tidak membayarkan 
kewajibannya terlebih dahulu tetapi mementingkan keperluan lainnya. 
c) Adanya unsur ketidaksengajaan, yaitu nasabah ada kemauan untuk 
mengembalikan atau membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha 
yang dibiayai terkena musibah seperti bencana dan usaha yang dijalankan 
tidak mengalami kenaikan malah mengalami kerugian yang 
mengakibatkan kemacetan dalam pembayaran.  
2. Dari pihak Bank 
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 Faktor dari pihak bank sendiri dapat menyebabkan kemacetan dalam 
pembayaran yaitu kurang akuratnya analisa yang dilakukan oleh pihak 
AO/Marketing yang kurang teliti dalam menganalisa data calon nasabah yang 
akan diberikan pembiayaan. 
Namun rata-rata yang sering terjadi di Bank Mandiri syariah kemacetan 
dalam pembayaran atau kemampuan membayar nasabah berkurang disebabkan 
karena pendapatan nasabah yang berkurang (omset penjualan nasabah yang 
wirausaha berkurang) karena nasabah sakit keras sehingga pendapatan nasabah 
dipergunakan untuk berobat. Kemudian untuk solusi masalah ini pihak bank 
melakukan restrukturisasi atau reschedul ulang angsuran sesuai dengan 
kemampuan nasabah. Upaya restrukturisasi atau reschedul ulang dilakukan apabila 
nasabah masih mempunyai income atau pemasukan dan belum keadaan macet.86 
Nasabah yang telah diasuransikan penjaminan akan diklaimkan ke asuransi 
untuk mendapatkan talangan dari asuransi (subrograsi), dan syaratnya adalah 
nasabah masih tetap harus membayar angsuran untuk mengembalikan talangan 
tersebut. Jika memang langkah ini masih tetap belum bisa maka akan dilakukan 
haapus buku (write off) dan dilakukannya pelelangan jaminan.  
Dalam mengelola risiko, Bank Syariah Mandiri area Malang mengikuti pada 
aturan dan prosedur yang diterapkan oleh BSM pusat. Manajemen risiko Bank 
Syariah Mandiri area Malang meterapkan dengan mengutamakana prinsip kehati-
hatian yang bertujuan agar tercapainya kesehatan pada pertumbuhan dan terus 
dapat berkelanjutan.  
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Langkah-langkah yang dipilih Bank Syariah Mandiri area Malang untuk 
menyelesaikan risiko yang ada melalui manajemen risiko. Langkah yang pertama 
melalui proses Identifikasi, kemudian proses pengukuran, proses pengelolaan, 
pemantauan dan yang terakhir proses pengendalian risiko.  
a. Identifikasi Risiko  
Tujuan dari meng-Identifikasi risiko adalah memberikan 
informasi mengenai kondisi risiko yang sedang dihadapi oleh pihak bank. 
Pada tahap awal dilihat dari kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan 
terlihat dan yang sudah terlihat. Meng-Identifikasi risiko untuk 
mengetahui risiko apa yang terjadi pada pembiayaan, baik sebelum atau 
sesudah pencairan.  
b. Pengukuran Risiko  
Penerapan pengukuran risiko memiliki tujuan sebagai dasar 
maupun tolak ukur untuk memahami tingkat signifikasi sebagai akibat 
dari kerugian karena risiko tingkat kesehatan serta kelangsungan usaha 
Bank Syariah Mandiri area Malang. 
 Pada pengukuran risiko Bank Syariah Mandiri terus 
mengembangkan tools pengukuran risiko seperti rating dan scoring 
system yang meliputi financing risk rating, customer scoring, micro 
banking scoring, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) scoring, 
manajemen informasi risiko pasar dan likuiditas, implementasi 
operational risk profile.  
c. Pengelolaan Risiko  


































Proses pengelolaan risiko pada pembiayaan yang ada dilakukan 
secara end-to-end, dari proses di unit bisnis (front-end), Risk (middle-
end) sampai dengan AFO (back-end). Proses pengelolaan risiko tersebut 
didukung dengan sistem terintegrasi. Untuk meminimalisasi risiko ini 
Bank Syariah Mandiri memiliki kebijakan dalam memberikan 
pembiayaan yang disebut dengan KPBSM (Kebijakan Pembiayaan Bank 
Syariah Mandiri), ada juga SPO (Standar Prosedur Operasional) dalam 
pemberian pembiayaan persegmen bisnis. Kebijakan ini sudah ditetapkan 
oleh Bank Syariah Mandiri Pusat, sehingga kantor cabang/area 
menjadikan kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam mengelola risiko 
kredit yang ada meliputi penetapan target market, analisa, persetujuan, 
dokumentasi, pencairan pembiayaan, pemantauan dan pengawasan, dan 
proses penanganan pembiayaan bermasalah.  
d. Pemantauan dan Pengendalian Risiko  
Fungsi dalam tahap ini yaitu untuk mendapatkan informasi aktual dan 
terbaru berdasarkan profil risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko 
ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko. Di sisi lain 
juga untuk menyempurnakan proses manajemen risiko. Pada tahap 
pengendalian risiko bank syariah mandiri mempertimbankan analisis 
terhadap risiko yang akan terjadi dan mempertimbankan manfaat yang 
akan didapat dan biaya yang akan dikeluarkan. Dalam proses 
pengendalian ini bank syariah mandiri menerapkan pengendalian 
internal yang tujuannya adalah memastikan bahwa apabila terjadi 
penyimpangan terhadap prosedur yang sudah ditetapkan maka akan 
dilaporkan kepada ketua komite pemantau risiko.  



































ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN MUDHARIB TERHADAP RISIKO 
PEMBIAYAAN MUDHARABAH 
A. Analisis Implimentasi  Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah87 
 Berdasarkan penjelasan yang sudah ada pada Bab III, pada Bab ini akan 
fokus membahas tentang bagaimana analisis implementasi pembebanan jaminan 
pada pembiayaan mudharabah di Bank Mandiri Syriah area Malang. 
 Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab III dalam akad pembiayaan 
mudharabah di Bank Mandiri Syariah area Malang ada 2 yaitu Pembiayaan 
Small Banking dan Warung Mikro. Untuk perbedaan Small Banking dan Warung 
Mikro yakni pada jumlah nilai pembiayaannya, pada Small Banking antara 100 
juta rupiah sampai 1,5 milyar rupiah, sedangkan untuk Warung Mikro nilai 
pembiayaan yang diberikan senilai 100 juta rupiah. 
 Alur pembiayaan mudharabah pada Bank Mandiri Syariah area Malang 
yaitu melalui 3 pilar yaitu, front-end (unit bisnis), midle-end (risk), back-end 
(AFO). yang mana tahap pertama sebelum saat mengajukan pembiayaan akan 
melewati pilar pertama, pada front-end (unit bisnis) akan menganalisis nasabah 
yang mengajukan pembiayaan mudharabah,  apakah nasabah tersebut mampu 
untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah atau tidak. Kedua, pada saat di 
midle-end (risk) akan di analisis resiko apa saja yang akan terjadi bila melakukan 
pembiayaan ini. Ketiga, pada saat di back-end (AFO) akan dilakukan pencairan 
dana pembiayaan mudharabah yang dimana pada tahap ini pancairan dana akan 
dilakukan setelah pembacaan akad dan persetujuan terkait dokumen 
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dilakukannya pembiayaan, dan pencairan pembiayaan baru akan dilakukan 
setelah memastikan kelengkapan dan keabsahan semua dokumen pembiayaan 
mudharabah dan surat jaminan sesuai persyaratan yang sudah disepakati di awal. 
Penerapan dari jaminan pada pembiayaan Mudharabah di Bank Mandiri 
Syari’ah Area Malang yaitu nilainya harus lebih besar dari pokok yaitu 120% 
atau minimal nilai pokoknya, karena pada saat mengeksekusi jaminan pihak bank 
sendiri membutuhkan biaya untuk keperluan eksekusi jaminan tersebut yang 
dimana biaya tersebut dibebankan kepada Mudharib atau nasabah. Apabila 
terdapat sisa dari nilai jaminan tersebut, maka sisa dari nilai jaminan tersebut 
akan dikembalikan pada nasabah.  
Praktiknya di BSM Area Malang apabila mudharib (nasabah) dapat 
mengembalikan keseluruhan modal yang telah dipinjam maka jaminan tersebut 
akan dikembalikan kepada mudharib (nasabah). Sebelum pengeksekusian 
jaminan dilakukan pihak pemilik modal akan memberikan surat peringatan 1 dan 
akan mendatangi nasabah (mudharib) untuk memberikan solusi atau me- 
rescheduling namun upaya-upaya seperti itu ada syaratnya hanya untuk nasabah 
yang masih mendapatkan penghasilan atau income dari usaha yang dijalankan. 
Keputusan untuk merestrukturisasi atau me reschedule ulang tetap kepada 
pemilik modal (bank). Pengelola modal (mudharib) atau nasabah tidak dapat 
menuntut dengan alasan pihak bank tidak memberikan solusi atau me- 
rescheduling karena keputusan tersebut tetap kepada pemilik modal. Kemudian 
untuk proses eksekusi jaminan dilakukan apabila sang pengelola modal 
(mudharib) benar-benar mengalami kemacetan dalam membayar kewajibab dan 
dia akan mendapat surat peringatan yang ke tiga, dan menyatakan harus rela 
untuk mengeksekusi barang jaminannya. Barang jaminan akan di lelang sesuai 


































dengan nilai pasar, apabila tidak terjual maka akan di jual dengan nilai likuiditas. 
Dengan ketentuan apabila meninggalkan sisa senilai 700 juta dari 1 milyar 
pembiayaan maka pinjaman yang dikembalikan kepada pemilik modal yaitu 
senilai 700 juta, kemudian untuk pembayaran lain-lain semisal biaya yang 
diperlukan dalam proses eksekusi jaminan ditanggung oleh mudharib atau 
nasabah. maka kemudian sisa dari penjualan jaminan tersebut dikembalikan 
kepada mudharib. 
B. Analisis Jaminan Mudharib Terhadap Risiko Pembiayaan Mudharabah 
Alasan mengapa dalam pembiayaan mudharabah dibebankan jaminan 
padahal dalam hukum fiqh untuk pembiayaan mudharab akad yang digunakan 
yaitu saling percaya, dan tidak perlu adanya jaminan dalam pelaksanaan akad 
tersebut? Guna jaminan di bebankan kepada mudharib yaitu untuk 
meminimalisisr terjadinya risiko yang disebabkan oleh nasabah yang sengaja 
curang atau ceroboh. Bank Mandiri Syariah Area Malang menetapkan jaminan 
untuk akad pembiayaan Mudharabah setelah adanya aturan Fatwa DSN 
No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah dan dalam 
perundang-undangan perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 No. 23 yaitu 
menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah 
debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syari’ah. 
Pada dasarnya adanya jaminan diterapkan oleh bank mandiri syariah 
yaitu untuk lebih menjaga kepercayaan dan kemaslahatan bersama. Karena tidak 
menutup kemungkinan nasabah berbuat curang atau sengaja untuk tidak 
membayar kembali atas modal yang telah diberikan pihak bank.   


































Ada beberapa alasan dan penyebab terjadinya kemacetan dalam 
pembayaran, salah satunya dari nasabah sendiri yaitu nasabah yang lebih 
mementingkan keperluan pribadi daripada membayar kewajiban atas pembiayaan 
yang sudah diberikan bank pada nasabah. Pembayaran menurun karena ada 
kebutuhan yang lebih penting dan harus dipenuhi. Hal yang mungkin tidak bisa 
dihindari oleh nasabah yang membuat penurunan dalam pembayaran (musibah) 
maka pihak nasabah bisa meminta bank untuk melakukan restruktur atas 
reschedul ulang angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah. Pihak bank 
melakukan reschedul ulang sendiri hanya kepada nasabah yang masih 
mempunyai incom atau pemasukan. Namun, apabila setelah dilakukan reschedule 
ulang atau restruktur itu tidak bisa membuat nasabah membayar kewajibannya 























































Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan di analisis oleh penulis 
maka dalam penelitian ini menghasilakna beberapa kesimpulan yang memberikan 
jawaban atas rumusan masalah diatas, berikut kesimpulannya: 
1. Pembiayaan dengan akad mudharabah di bank mandiri area malang ada 2 yaitu 
pembiayaan small banking dan warung mikro. salah satu syarat untuk 
mendapatkan pembiayaan mudharabah adalah penyertaan jaminan yang berupa 
harta benda atau surat-surat berharga.  Nilai jaminan yang diserahkan harus lebih 
besar yaitu 120% dari nilai pokok, karena biaya pengeksekusian jaminan 
ditanggung oleh nasabah. Jaminan digunakan apabila benar-benar untuk nasabah 
yang mengalami kemacetan dalam membayar kewajiban. Pengeksekusian 
jaminan hanya berlaku kepada nasabah yang sudah diberi solusi untuk bisa 
membayar namun tetap tidak bisa membayar. Jaminan akan dilelang sesuai 
dengan nilai pasar atau nilai likuiditas. Apabila dalam nilai jaminan tersebut 
terdapat sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. 
2. Bank Mandiri Syariah Area Malang menerapkan jaminan pada pembiayaan 
mudharabah guna untuk menghindari praktik curang yang dilakukan oleh 
nasabah. Pengaruh jaminan disini sangat kuat karena satu-satunya jalan apabila 
nasabah mengalami kemacetan maka satu-satunya jalan adalah dengan 
mengeksekusi jaminan yang guna untuk menutup kerugian yang sudah dilakukan 
oleh nasabah. 
  



































Saran-saran yang disampaikan untuk lembaga: 
Untuk melakukan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, bank 
syariah harus menetapkan prinsip kehati-hatian, agar tidak mengalami kerugian 
dari pihak bank maupun nasabah. Selain menerapkan jaminan pada pembiayaan, 
pihak bank juga harus lebih menekankan lagi pada penilaian 5 C nasabah 





















































A. Mas’adi Ghufron. Fiqh Muamalat kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. 
Anshori Abdul Ghofur, Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 tahun 
2008). Bandung: PT Refika Aditama, 2009. 
 
Bank Muamalat.  Konsep al-Mudharabah. Jakarta: Grup Rekayasa Bisnis, t.t. 
Hartono Hadisoeprapto. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. 
Yogyakarta: Liberty, ctk.ke-1 1984. 
http://www.syariahbank.com/prinsip-bank-syariah/ 
Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011. 
Karnaen Perwataadmaja. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti 
Wakaf, 1992. 
Machmud Amir dan Rukmana. Bank Syariah Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, 
Jakarta: Erlangga, 2010. 
Rizqullah et al, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia  
Pustaka Utama, 2015. 
Rodoni Ahmad. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Bestari buana Murni. 2008. 
Saeed Abdullah. Menyoal Bank Syariah. Jakarta: paramadina. 2004 
Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada.2004. 
Usman Rachmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 
2014 
Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.t. 
Taufiqul Hulam. Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah. 
Mimbar Hukum : Vol 22, No. 3 (Oktober 2010). 
Siti lailatul mahmudah, “Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (studi pada 
LKS Berkah Madani Kelapa Dua)” Skripsi--UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2008. 
Hindayati, “Perbandingan Konsep dan implementasi Jaminan pada Akad Pembiayaan 
Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit” Skripsi – 
UIN Syarif Hidayatullah, 2011. 


































Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, risiko dan penangananya (Studi Kasus pada Bank 
BTN Kantor Cabang Syariah Malang)” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan : Vol 15, 
No. 2 (September 2013) 
Shofie Alfiani Zulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dan Pelelangan dalam 
Pembiayaan Musharakah (Studi Kasus di BMT An-Nur Rewwin Kec. Waru Kab. 
Sidoarjo)” Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. 
Resti Zulhilma “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan dengan 
Sistem Bagi Hasil di Desa Penyengat kecamatan Tanjungpinang Kota Kepulauan Riau” 
Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. 
Rizqi Yuniar Barik “Strategi Manajemen Risiko Lingkagee Program pola Executing 
Akad Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo” Skripsi – 
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. 
Abdul Ghofur Anshori. Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 tahun 
2008). Bandung: PT Refika Aditama, 2009 
Rachmadi Usman. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 
2014. 
Rizqullah et al. Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama. 2015 
Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Al-Hawi Al-Kabir. Jilid 9 Dar-ar-
Fikr Beirut. 1994 
Ibnu Hazmin. Al-Muhalla. Jilid 8 Dar at-Turast Kairo. tt 
M. Umer Chapra. Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam. Alih bahasa: 
Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press. 2001 
Sunarto Zulkifli. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrut Hakim. 
2003. 
Abdurrahman Al-Zaziri. kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah. jilid III Dar al-Fikr 
Beirut.1989 
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Surabaya : CV. Karya Utama, 2005 




Hartono Hadisoeprapto. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. 
Yogyakarta: Liberty Ctk ke-1. 1984 
Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. 2004. 
Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah dan Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani 
Press. 2001. 


































Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Surabaya : CV. Karya Utama. 2005 
Ismail Nawawi. fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia. 
2012. 
Uraian Rukun dan Syarat Kafalah ini dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 
11/DSN-MUI/IV/2000 tentang “ketentuan Umum Kafalah” 
 
Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah Kritik ats Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis. Arif Maftuhin. Jakarta: paramadina. 2004 
 
Hermawan Darmawi. Manajemen Risiko. Cet-9. Jakarta: BumiAksara. 2005. 
Mamduh M. Hanafi. Manajemen Risiko. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2006. 
Ferry N Idroes. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan3 Pilar 
Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. 
Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2008. 
Mamduh M. Hanafi. Manajemen Risiko. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2006 
Said Saad Marthoon. Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global. Terj. Ikhwan 
Abidin Bisri. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004. 
Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. Pengantar Keuangan Islam. Terj. Ikhwan a. K. Anwar. 
Jakarta: Kencana. 2008 
Mammad Firdaus dkk, Konsep dan Implementasi Bank Syariah. Jakarta: Renaisan. 2005 
Muhammad Ridwan. Konstruksi Bank Syariah Indonesia. Yogyakarta : Pustaka SM. 
2007. 
Ferry N. Indroes. Manajemen Risiko Perbankan Pendekatan 3 pilar Kesepakatan Basel II 
Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia 
https://www.syariahmandiri.co.id 
Fatimah Al Hamid. General Support Staff.Wawancara. Bank Syariah Mandiri Area 
Malang. 13 November 2017 
Bank Syariah Mandiri. “Visi dan Misi”. https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-
kami/visi-misi. diakses pada. 12 Desember 2017 
Bank Syariah Mandiri. “Prinsip Operasional”. https://www.syariahmandiri.co.id/news-
update/edukasi-syariah/prinsip-dan-konsep-dasar-perbankan-syariah. diakses pada 12 
Desember 2017 


































wawancara dengan Bapak Mohammad sauwaha. Area Financing operational. Malang, 9 
Januari 2018.  
Wawancara dengan Bapak mohammad Sauwaha. Area Financing Operational. Malang, 
20 Mei 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
